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Laporan Investigasi  
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Diterbitkan Agustus 2023 
 

Eyes on the Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatera, terdiri dari: WALHI Riau, Jikalahari 

“Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau” dan WWF-Indonesia 

EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatera (KKI Warsi) dan Kalimantan: Environmental Law 

Clinic, Lembaga Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri Institute, 

Yayasan Titian, Green of Borneo dan WWF-Indonesia Program Kalimantan 

EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan 

menyebarkan informasi secara luas.   Untuk informasi lebih lanjut tentang Eyes on the Forest, sila 
kunjungi:Website EoF: http://www.eyesontheforest.or.id  Peta interaktif EoF: 

http://maps.eyesontheforest.or.id

http://www.eyesontheforest.or.id/
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RINGKASAN EKSEKUTIF  
 
Eyes on the Forest dalam kurun waktu dari November 2022 hingga Januari 2023 melakukan analisa 

geospatial dan disusul pemantauan lapangan terhadap 46 perkebunan sawit yang diindikasikan masuk 

dalam Kawasan hutan di Riau. Terutama di kebun yang belum banyak diekspos data dan informasinya 

terkait peralihan menjadi kebun sawit. EoF tidak hanya menganalisa dengan menggunakan peta 

Kawasan Hutan, tapi juga merujuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 1994. 

EoF menemukan mayoritas kebun beroperasi di HPK berdasarkan tata ruang tahun 1994. Artinya, 

pengembangan kebun sawit dengan menebangi dan menduduki Kawasan hutan sudah berlangsung 

sangat lama di Riau, dari rezim ke rezim. Penuntasan penyelesaian masalah kebun sawit dalam 

Kawasan hutan menjadi urgen saat ini, namun diharapkan tidak mendorong laju konversi hutan 

menjadi kebun sawit maupun kepentingan non-hutan lainnya. 

Masifnya pengembangan kebun sawit di kawasan hutan yang berfungsi untuk perlindungan resapan 

air dan perlindungan gambut mencirikan dampak hilangnya ekosistem hutan menjadi perkebunan, 

yang jelas berkontribusi bagi meningkatnya perubahan iklim dan musnahnya spesies hidupan liar.    

Dengan mendekatnya tenggat waktu penyelesaian sawit dalam kawasan pada November 2023, maka 

EoF mengharapkan perusahaan yang menjalani skema sanksi administratif untuk juga 

bertanggungjawab terhadap pemulihan kawasan hutan lindung dan konservasi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

EoF meminta adanya transparansi dalam penyelesaian masalah kebun sawit dalam kawasan hutan, 

sehingga diharapkan lebih banyak pendapatan keuangan negara yang terselamatkan dan pemulihan 

ekosistem yang akan membantu tercapainya target nationally determined contribution (NDC) 

Indonesia.  Bagi perusahaan yang membandel, Pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan 

pencabutan Perizinan Berusaha mereka.    
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PENDAHULUAN 

Dua tahun setelah menerbitkan Laporan investigatif bertajuk Omnibus Law bukan legalisasi otomatis 

untuk perkebunan sawit ilegal (Juni 2021)1, kini Eyes on the Forest menerbitkan publikasi yang menyigi 

kebun sawit ilegal dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (UUCK tahun 2023)2. Sebelumnya EoF pernah menerbitkan laporan 

sawit ilegal dengan tajuk-tajuk seperti: ‘Legalisasi’ perusahaan sawit melalui Holding Zone dalam 

Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 (Maret 2018)3, Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di 

Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya (Mei 2018)4, Cukup sudah! (Juni 2018)5. Tak ada 

yang aman (April 2016)6, Legalisasi’ perusahaan sawit melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 

menjadi Bukan Kawasan Hutan di Riau (Desember 2016)7, Harimau di dalam tangki Anda? (September 

2014)8. 

Berbeda dengan laporan tahun 2021, kali ini EoF tidak hanya menganalisa dengan menggunakan peta 

Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh KLHK SK tahun 1986-20161, tapi juga merujuk Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 1994 dan 2018. Diharapkan laporan ini menjadi nilai tambah 

dan berbeda dari analisa laporan sebelumnya. Laporan ini juga tidak menentukan jenis-jenis 

penyelesaian, tapi hanya memberikan petunjuk awal berupa desk study dan data lapangan terkait 

dengan kebun sawit di dalam Kawasan Hutan Provinsi Riau. Karena, penentuan jenis penyelesaian 

sawit dalam Kawasan Hutan haruslah memiliki basis data yang lengkap. Data yang digunakan untuk 

pemantauan sebagian besar menggunakan interpretasi citra dan investigasi lapangan.  

Problematika kebijakan penyelesaian penguasaan sawit dalam kawasan hutan, berawal dari tidak 

adanya data dan informasi yang komprehensif, terkait penguasaan sawit dalam dan di luar kawasan 

hutan dengan berbagai aneka karakteristiknya.  Masalah terkait penetapan tata batas kawasan hutan 

dan tata ruang di daerah, yang tidak sinkron kebijakannya “berujung pada tidak jelasnya status lahan 

perkebunan sawit.”9  

Inventarisasi kegiatan usaha yang terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang 

kehutanan, oleh KLHK terus berjalan. Hingga 27 Juli 2022, KLHK telah mengidentifikasi 1.192 subjek 

hukum yang melakukan kegiatan usaha secara ilegal di dalam kawasan hutan. Hal tersebut 

disampaikan Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK sekaligus Ketua Satuan 

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) Undang-Undang Cipta kerja Bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), KLHK dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyelesaian, 

Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan yang digelar Komisi IV DPR RI, pada 22 Agustus 2022. 

"Sekarang sudah 1.192 subjek hukum itu yang ada di 7 SK dan dia wajibnya diproses," kata Bambang 

Hendroyono.10 

Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah tercatat sebagai dua provinsi teratas memiliki kebun sawit dalam 

Kawasan Hutan, sehingga menjadi prioritas Pemerintah untuk diselesaikan. Riau menjadi percontohan 

dalam rangka penertiban perkebunan sawit dalam kawasan hutan karena separuh luas kebun sawit 

dalam Kawasan Hutan berada di provinsi ini. Menurut Data KLHK, luas kebun sawit yang ada di Provinsi 

Riau sebanyak 3,3 juta hektare. Dari jumlah tersebut yang terletak di area bukan kawasan hutan ada 

seluas 1,9 juta hektare dan dalam kawasan hutan ada seluas 1,4 juta hektar. Disusul Kalimantan 

 
1 Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan SK Menteri 173/1986, SK 7651/2011, SK 878/2014 dan SK 903/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=FeZvugpz7oY
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Tengah dengan luas 1,7 juta hektare kebun sawit, dan diantaranya sebanyak 972.093 hektare ada di 

luar kawasan hutan dan 806.387 ada di dalam kawasan hutan. Selain itu, sebanyak 385.321 hektare 

kebun sawit yang belum memiliki izin dan 637.501 hektare yang dalam proses permohonan.11 

 

KLHK menurunkan sekitar 400 personil guna mengidentifikasi dan mendata jumlah total lahan 

kawasan hutan, yang digunakan untuk kegiatan perkebunan tanpa izin di Riau dan Kalimantan Tengah. 

Pendataan dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan verifikasi langsung di lapangan.12 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 15 ayat (2) menyatakan 

kegiatan pengukuhan Kawasan hutan “memperhatikan” tata ruang wilayah. Jika terjadi kasus dimana 

izin lokasi bertumpang-tindih dengan kawasan hutan, sejatinya pemerintah berusaha 

menyelesaikannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian 

Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. 

Pada UUCK tahun 2023 Pasal 110A disebutkan: Di mana kegiatan usaha di dalam kawasan hutan dan 

memiliki Perizinan Berusaha sebelum berlakunya UU ini dan belum memenuhi, wajib menyelesaikan 

persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023. Jika sudah lewat tenggat waktu tersebut, 

kegiatan usaha tidak menyelesaikan izin yang diwajibkan, akan dikenakan sanksi administratif, berupa: 

penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif; dan/atau pencabutan Perizinan 

Berusaha (lihat kotak 1).   

Laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi untuk mendukung upaya oleh para 

pejabat negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelesaian sawit di dalam Kawasan Hutan 

agar perkebunan ilegal tidak lagi beroperasi dan berakibat negatif pada lingkungan, sosial dan tata 

kelola sawit. 

Periode November 2022 hingga Januari 2023, EoF mengadakan serangkaian investigasi dan 

menyiapkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam laporan ini: 

o Bagaimanakah kesesuaian lahan sawit di Riau dengan Tata Ruang Provinsi dan Fungsi Kawasan 

hutan? 

o Berapa banyak kebun sawit ilegal yang berada di Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan 

indikasi pelanggaran Tata Ruang dan Kawasan Hutan?  

Metode ataupun upaya yang dilakukan EoF dalam investigasi ini masih sama dengan laporan 

sebelumnya, yaitu diawali dengan menganalisis peta tutupan lahan dan kemudian dilakukan 

tumpangsusun (overlay) dengan peta Kawasan Hutan di Provinsi Riau berdasarkan SK 903 tahun 2016. 

Tutupan lahan yang digunakan adalah hasil kajian Setiabudi dan WWF tahun 2019/2020. Berbekal 

peta tersebut, tim EoF kemudian melakukan investigasi. Dalam laporan kali ini tim EoF tidak 

menargetkan lokasi ataupun perusahaan tertentu.  
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Kotak 1.—Tata Cara Penyelesaian Kebun Sawit dan Status Legal berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.  

# 

  

Kriteria kelayakan kebun sawit sesuai 

UU Cipta Kerja dan peraturan 

pelaksanan  

Persyaratan wajib bagi pelaku usaha guna memenuhi dan legalitas kebun sawit di dalam dan/atau di luar 

“masa tenggang” 3 tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja (2 November 2020) 

A. Perkebunan sudah terbangun SEBELUM 2 November 2020, berlokasi DI DALAM Kawasan Hutan* (fungsi apapun) berdasarkan zonasi RTRW pada 2 

November 2020  

*Kemungkinan ada inkonsistensi antara RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota dan RTRW Nasional  

1 Berdasarkan Pasal 110A Undang-

undang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 

P3H), perkebunan sawit yang: 

● sudah terbangun oleh pelaku usaha 
(perusahaan atau perseorangan 
termasuk petani mandiri) sebelum 2 
November 2020; 

● memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin 

Usaha Perkebunan yang sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota sewaktu usaha 

perkebunan dibangun (IUP-P/IUP-

B/STD-P/STD-B); dan 

● tidak memiliki izin kehutanan yang 

diwajibkan (Izin Pelepasan Kawasan 

Dalam “masa tenggat”: 2 November 2020 - 2 

November 2023 

Status legal perkebunan sawit selama periode 

ini tidak jelas menurut UU Cipta Kerja, jika 

pelaku usaha tidak menaati persyaratan wajib di 

bawah ini dan memperoleh persetujuan penting 

dari Menteri LHK guna membuat perkebunan 

jadi LEGAL atau melakukan kerjasama sesuai 

dengan keputusan Menteri LHK, maka 

perkebunan menjadi LEGAL. 

 

Pelaku usaha harus: 

● Melengkapi permohonan memperoleh izin 
kehutanan hingga 2 November 2023; 

● Membayar PSDH dan DR; serta 

Setelah “masa tenggat” 

 

Perkebunan LEGAL, jika pelaku usaha telah memperoleh 

persetujuan diperlukan dari Menteri LHK atau 

melaksanakan Kerjasama sesuai dengan keputusan 

Menteri LHK.  

Perkebunan akan memiliki status legal tidak jelas, jika 

pelaku usaha telah mengajukan permohonan 

memperoleh izin kehutanan namun masih menunggu 

persetujuan/keputusan Menteri LHK. 

Perkebunan ILEGAL, jika pelaku usaha memiliki: 

● Tidak mengajukan melengkapi izin kehutanan; 

● Tidak membayar Denda Administratif sejumlah 10 

kali PSDH dan DR (karena tidak melengkapi izin 
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Hutan/pola Tukar Menukar 

Kawasan Hutan). 

  

● Memperoleh persetujuan diperlukan dari 
KLHK untuk MELEGALKAN kebun sawit 
mereka di dalam Kawasan Hutan. 

 

Persetujuan/Keputusan Menteri LHK tergantung 

pada fungsi Kawasan Hutan dimana kebun sawit 

berlokasi: 

● Kawasan Hutan Produksi tanpa tumpang 
tindih dengan izin kehutanan yang berlaku: 
Persetujuan untuk Pelepasan Kawasan 
Hutan. 

● Produksi Kawasan Hutan bertumpang tindih 
dengan izin kehutanan berlaku: 
a.  Jika Izin Lokasi/Izin Perkebunan 

diterbitkan lebih dulu, Menteri LHK 

dimandatkan untuk merevisi area lahan 

yang dinyatakan dalam izin kehutanan 

(kecuali tumpang tindih pada izin pinjam 

pakai Kawasan yang dimiliki 

pemerintah/pemerintah daerah/digunakan 

untuk proyek strategis nasional, area lahan 

diusulkan untuk pelepasan Kawasan hutan 

akan dikurangi dengan area izin pinjam 

pakai kawasan). Pelaku usaha akan 

kemudian memperoleh persetujuan 

pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri LHK.  

b. Jika izin kehutanan diterbitkan lebih 

dahulu, pelaku usaha dan pemegang izin 

kehutanan selama 3 tahun sejak 2 November 2020) 

maka dalam masa 6 bulan sejak Denda Administratif 

dikenakan; dan 

● Tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dari 

Menteri LHK.  

 

Sebagai konsekuensi tidak membayar Denda 

Administratif dan tidak memperoleh persetujuan 

diperlukan dari Menteri LHK, izin lokasi dan/atau izin 

usaha perkebunan (apapun yang dimiliki perkebunan) 

dari kebun sawit akan dicabut. 

Jika izin lokasi dan/atau izin perkebunan dicabut, 

perkebunan sawit bisa melakukan mekanisme 

penyelesaian dalam Pasal 110B di bawah guna 

menyelesaikan kebun sawit ilegal mereka.  
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kehutanan melakukan pengelolaan lahan 

melalui kerjasama (dari 1 daur 25 tahun 

sejak masa tanam). Setelah daur demikian, 

Kawasan akan dikembalikan kepada 

Negara). 

● Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan 
Konservasi) tanpa tumpang tindih dengan 
izin kehutanan berlaku: Persetujuan untuk 
Meneruskan Kegiatan Usaha (selama 1 daur 
15 tahun sejak masa tanam). Setelah selama 
daur itu, Kawasan akan dikembalikan 
kepada Negara. 

2 Berdasarkan Pasal 110B UU P3H, 

perkebunan sawit yang:  

● sudah terbangun oleh pelaku usaha 

(perusahaan atau perseorangan 

termasuk petani sawit mandiri) 

sebelum 20 November 2020;  

● tidak memiliki surat-surat sah 

apapun (IUP-B/IUP-P-IUP/STD-

B/STD-P/Izin Lokasi/HGU); dan 

● tidak memiliki izin kehutanan 

diperlukan (Surat Keputusan 

Pelepasan Kawasan Hutan / Izin 

Tukar Menukar Kawasan Hutan). 

  

 

Perkebunan ILEGAL. 

Namun perkebunan bisa menjadi LEGAL jika pelaku usaha membayar Denda Administratif* (mungkin 

dibayar secara cicilan selama 12 bulan sejak diterbitkannya Sanksi Administratif) dan memperoleh 

persetujuan diperlukan dari Menteri LHK atau bekerjasama dengan Menteri LHK. Persetujuan Menteri 

LHK/Keputusan bergantung pada fungsi Kawasan Hutan dimana kebun sawit itu berlokasi: 

● Kawasan Hutan Produksi tanpa tumpang tinding dengan izin kehutanan berlaku: Persetujuan untuk 

Penggunaan Kawasan Hutan (untuk 1 daur untuk maksimal 25 tahun sejak masa tanam). Bagaimanapun, 

tidak jelas apa yang akan terjadi setelah itu. 

● Kawasan Hutan Produksi tumpang tindih dengan izin kehutanan berlaku: MenLHK akan memfasilitasi 

Kerjasama dengan pemegang izin kehutanan. 

● Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi: Mengembalikan area kepada Negara (waktu 

pengembalian seharusnya dinyatakan dalam pemberitahuan pada Sanksi Administratif). 
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Perkebunan masih ILEGAL jika pelaku usaha tidak membayar Denda Administratif dan tidak memperoleh 

persetujuan diperlukan dari Menteri LHK atau menaati keputusan Menteri LHK (seperti dirincikan di atas). 

*Pengecualian: Tidak ada Sanksi Administratif akan dikenakan pada pelaku usaha perseorangan yang 

memiliki kebun sawit dan bertempat di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan selama setidaknya lima (5) 

tahu secara terus-menerus dengan area maksimal lima (5) hektar. Perkebunan ilegal mereka akan 

diselesaikan melalui program pengelolaan Kawasan Hutan pemerintah:  Perhutanan Sosial, Lahan-lahan 

disasar untuk reforma agraria, atau perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan. Perseorangan harus 

menyediakan bukti:  

1. Penduduk di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan dengan kartu tanda penduduk (KTP); atau  surat 

keterangan tempat tinggal atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat yang 

menjelaskan alamat perseorangan itu di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung 

dengan Kawasan Hutan.  

2. Penduduk di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus 

memiliki surat penduduk tetap, dan surat pernyataan dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah; dan  

3. Memiliki kendali Kawasan Hutan dengan maksimal luar lima (5) hektar dengan bukti kepemilikan tanah 

(Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Girik, Letter C, Verklaring, Eigendom atau Surat 

Keterangan Tanah), atau Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau Lurah atau pengakuan kemitraan 

Kehutanan dan surat perlindungan termasuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.   

B. Perkebunan sudah terbangun SEBELUM 2 November 2020, berlokasi DI LUAR Kawasan Hutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sewaktu 

berlakunya UU Cipta Kerja  
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3 Perusahaan Perkebunan tidak memiliki 

izin perkebunan (IUP-B/IUP-P/IUP) 

Perkebunan ILEGAL. 

Namun perkebunan bisa menjadi LEGAL jika pelaku usaha mengajukan Izin Usaha untuk tujuan kegiatan 

usaha perkebunan dalam jangka 6 bulan sejak pengenaan denda administratif oleh Lembaga berwenang dan 

memperoleh Izin Usaha. 

Perkebunan masih tetap ILEGAL jika pelaku usaha tidak mengajukan Izin Usaha setelah melewati masa 6 

bulan sejak pengenaan sanksi administratif, dan tidak membayar Denda Administratif. 

4 Perusahaan Perkebunan tidak memiliki 

Hak Guna Usaha (HGU) 

Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha mengajukan HGU (UU Cipta Kerja 2023 tidak memberikan tenggat 

waktu spesifik). 

Perkebunan ILEGAL jika pelaku usah tidak memiliki HGU.2 

5 Petani sawit mandiri tidak memiliki izin 

perkebunan (STD-P/STD-B) 

Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha mengajukan Izin Usaha (UU Cipta Kerja 2023 tidak memberikan tenggat 

waktu yang spesifik). 

Perkebunan ILEGAL jika pelaku usaha tidak memiliki Izin Usaha. 

6 Petani sawit mandiri tidak memiliki hak-

hak atas tanah (HGU/Hak Milik/Hak 

Pakai/girik/letter c/SKT) 

Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha mengajukan hak-hak atas tanah (UU Cipta Kerja 2023 tidak 

memberikan tenggat waktu yang spesifik). 

Perkebunan ILEGALjika pelaku usaha tidak memiliki hak-hak atas tanah.3 

C. Perkebunan sudah terbangun setelah 2 November 2020 

 
2 Meskipun tidak ada sanksi pidana atau administratif kepada pelaku usaha untuk memiliki ha katas tanah (Hak Guna Usaha/hak milik) UU Perkebunan mengatur bahwa 

setiap orang yang secara tidak sah menanam, menggunakan, bertempat tinggal dan/atau menguasai Lahan Perkebunan akan dikenai hukuman penjara atau denda. 

3 Ibid. 
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7 Perkebunan sawit di Kawasan Hutan. 

  

Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan, sertifikat hak atas tanah 

yang sesuai, dan persetujuan KLHK, kerjasama, atau kemitraan di bidang kehutanan sebelum beroperasinya 

perkebunan sawit. 

Perkebunan ILEGAL jika pelaku usaha tidak memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan di atas. Pelaku 

usaha akan dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang dan peraturan karena tidak memiliki 

persetujuan KLHK/Kerjasama atau kemitraan di bidang kehutanan dan sanksi administratif karena tidak 

memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan. 

8 Perkebunan sawit di luar Kawasan 

Hutan. 

 

Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan dan dan sertifikat hak atas 

tanah yang sesuai.  

Perkebunan ILEGAL jika pelaku usaha tidak memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan di atas.  Pelaku 

usaha akan dikenai sanksi administratif karena tidak memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan. Sebagai 

tambahan, pelaku usaha bisa dikenai hukuman penjara atau denda karena secara tidak sah menanam, 

menggunakan, menempati dan/atau menguasai Lahan Perkebunan. 
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TEMUAN INVESTIGASI  

Guna memverifikasi penambahan luasan kebun sawit ilegal di Riau, EoF mengadakan Analisa GIS 
menggunakan:  
(1) Peta tutupan lahan 2019/2020 berdasar pada interpretasi visual citra satelit Landsat (WWF 

Indonesia & Setiabudi 2020),  
(2) Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan nomor 

903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 7 Desember 2016), dan  
(3) Data dari pemantauan di lapangan  
 

Analisis EoF menemukan bahwa (Peta 1): 

● Berdasarkan interpretasi visual citra satelit Landsat 2019 dan 2020 (WWF & Setiabudi 2020), 

hingga 59% (5,40 juta hektar) daratan Riau telah diliputi tutupan kebun sawit.  

1. 3,26 juta ha adalah tanaman monokultur kelapa sawit yang cukup tua terlihat pada citra 

Landsat, dikelola secara komersial (1,62 juta ha) atau oleh petani kecil (1,64 juta ha), 

2. 0,69 juta ha adalah lahan yang ditanami tanaman campuran termasuk kelapa sawit, 

3. 1,03 juta ha adalah lahan yang baru dibuka dan ditutupi oleh vegetasi muda yang tumbuh 

kembali, termasuk kelapa sawit muda yang terlalu kecil dan tidak terlihat pada citra Landsat, 

dan 

4. 0,42 juta ha adalah lahan yang baru dibuka dan tidak sepenuhnya tertutup oleh vegetasi, 

beberapa di antaranya mungkin atau akan ditanami bibit kelapa sawit muda. 

● 47% (2.519.854 hektar, area oranye pada Peta 1) dari Kawasan sawit Riau telah ditanami secara 

ilegal dalam Kawasan Hutan Riau, menempati hampir setengah dari kawasan hutan (dari total 

5.413.709 hektar). Kebun sawit ilegal berada di:  

1. 4.0% di Area Konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA), 

103.009 hektar termasuk 49.176 hektar di Taman Nasional Tesso Nilo),  

2. 4.6 % di Hutan Lindung (HL, 116.105 hektar),  

3. 22.3% di Hutan Produksi Terbatas (HPT, 561.714 hektar),  

4. 32.9% di Hutan Produksi (HP, 830.211 hektar), dan  

5. 36,1% di Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK, 908.759 hektar).  

● Secara total, 47% Kawasan sawit Riau berkemungkinan ilegal. 
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Peta 1.—Kawasan sawit Riau pada 2020 (WWF & Setiabudi 2020) secara ilegal ditanam dalam 

Kawasan Hutan (KLHK 2016) (area merah, oranye) dan 46 unit pengelolaan sawit diinvestigasi oleh 

EoF pada 2022. 
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1. Menginvestigasi sampel perkebunan sawit ilegal di Riau 

EoF memilih 46 unit pengelolaan pada Peta 1, yang memiliki 83.134 hektar total luas sebagai sampel 

acak (Tabel 1) dan melakukan investigasi lapangan antara November 2022 hingga Januari 2023. 12 

dari 46 unit pengelolaan berada di dalam dan sekitar dua lansekap konservasi, Tesso Nilo dan Bukit 

Tigapuluh dengan taman nasional sebagai area inti masing-masingnya, serta Koridor Harimau Bukit 

Batabuh (ditunjukkan dengan dua kotak dengan garis-garis luar warna merah di Peta 1).  Kawasan-

kawasan yang disoroti dalam sejumlah laporan EoF sebelumnya yang membuntuti rantai pasok TBS 

ilegal dan CPO tercemar13, 14, 15, 16  

EoF menemukan:  

• Luasan per unit dari 46 pengelolaan sawit berkisar antara 180,47 hektar hingga 15.317 hektar 
(Tabel 1 dan 2) 

• 84% (70.073,76 ha) dari 46 unit pengelolaan sudah ditanami sawit pada 2019/2020. 51% 
(42.298,76 ha) dari kebun sawit itu ilegal, mewakili 2% perkebunan ilegal di provinsi karena 
berada di dalam kawasan hutan sesuai SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016.  

• Sebelumnya EoF telah melakukan investigasi Kebun Sawit di dalam Kawasan Hutan seluas 

215.608 hektar sejak terbutnya UUCK. Artinya hingga tahun ini, Eyes on the Forest baru 

menginvestigasi sekitar 16,59% dari luas total sawit di Provinsi Riau sekitar 1,8 juta hektar 

(berdasarkan data Pansus DPRD Riau).  

● Berdasarkan RTRW-Provinsi Riau tahun 1994, dari total kebun sawit yang diidentifikasi sekitar 

83.133,79 hektar, terdapat sekitar 13.478,23 hektar berada pada APK Kehutanan, seluas 4.445,92 

hektar di APK Transmigrasi, seluas 20.145,87 hektar di APL, seluas 30.848,55 hektar di APK 

Perkebunan, seluas 1.012,80 hektar di APK yang diprioritaskan, dan seluas 13.202,43 hektar di 

Kawasan Lindung (tabel 1).    

● Dari total sawit yang diidentifikasi 83.133,81 hektar, terdapat sekitar 42.270,71 hektar berada 

dalam Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan pada SK 2016, antara lain; pada HL 

seluas 1,84 hektar, sekitar 4.423,87 hektar dalam HPT, seluas 4.885,653 hektar dalam HP, dan 

32.951,59 hektar dalam HPK.  

● Dari 46 unit yang diinvestigasi, umur sawitnya berkisar antar 10-35 tahun.  

● Dari 46 unit kebun sawit yang diinvestigasi EoF, 41 diantaranya dikelola oleh perusahaan, di mana 

2 perusahaan milik BUMN, 2 milik Sinarmas/GAR, 2 milik Grup Mentari dan masing-masing 

memiliki satu perusahaan: Darmex, Surya Dumai, First Resources, Adimulya, Pancadaya 

Perkasa, Panca Eka, Panca Putra, Bumitama Gunajaya Agro dan 27 perusahaan sisanya belum 

teridentifikasi grup perusahaan.  

● Tiga unit pengelolaan dijalankan oleh Koperasi Petani (KOPNI), di mana dua diantaranya 

diindikasikan juga dikelola oleh perusahaan; Koperasi Tani Sahabat Lestari dikelola oleh PT Sekar 

Bumi Alam Lestari (grup KLK), dan Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri masuk ke dalam 

wilayah PT CSL Johannes (#6 dan #8 pada tabel 1).  

● Dua unit dimiliki oleh CV yang salah satunya merupakan anak dari BUMN (#10 dan #16 pada tabel 

1) 

● Dari 46 unit yang diinvestigasi, yang terbanyak atau sebanyak 15 perusahaan berasal dari 

Kabupaten Kampar. 
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Tabel 1.—46 unit pengelolaan sawit diinvestigasi oleh EoF pada 202-2023, yang dilakukan 

tumpangsusun dengan RTRW Provinsi Riau tahun 1994  
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Tabel 2.—46 unit pengelolaan sawit diinvestigasi oleh EoF pada 2022-2023, yang dilakukan tumpangsusun dengan SK Kawasan Hutan 2016 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan-kesimpulan EoF dari investigasi November 2022 hingga Januari 2023 menggaungkan 

kesimpulan seperti:  

• Bagian yang signifikan, hingga 84% (70.073,76 hektar) dari kebun sawit yang diidentifikasi di 

provinsi Riau adalah ilegal pada 2019/2020. 

• Pada periode November 2022 hingga Januari 2023, Eyes on the Forest baru menginvestigasi sekitar 

4,6 % atau seluas 83.134 hektar dari luas total tutupan sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau 

(1,8 juta).  

• Pada periode 20214 telah melakukan investigasi sekitar 11,9% atau seluas 215.608 hektar dari total 

sawit dalam Kawasan hutan di Provinsi Riau sekitar 1,8 juta hektar. Sehingga dalam kurun waktu 

2021 hingga 2023, EoF telah melakukan investigasi kebun sawit di dalam Kawasan hutan seluas 

298.741,69 hektar atau sebesar 16 % dari luasan total tutupan sawit di Provinsi Riau (1,8 juta 

hektar).  

• Grup-grup korporasi ditemukan terlibat mengelola kebun-kebun sawit dalam Kawasan hutan: 

Sinarmas/GAR, BUMN, Darmex, Adimulya, Anugerah/Royal Golden Eagle, Astra, Darmex, First 

Resources, Pancadaya Perkasa, Panca Eka, Panca Putra, Bumitama Gunajaya Agro dan sebagian 

besar belum teridentifikasi.  

• Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan SK 2016 dari total sawit teridentifikasi sekitar 83.134 hektar, 

terdapat sekitar 42.269,71 hektar berada pada Kawasan Hutan, antara lain: 1,84 hektar pada 

Kawasan HL, 4.423,7 hektar pada HPT, 4.885,65 hektar pada HP, 32.951,59 hektar pada HPK dan 

7,76 hektar pada KSA.   

• Berdasarkan RTRW-Provinsi Riau tahun 1994, dari total kebun sawit yang diidentifikasi sekitar 

83.134 hektar, terdapat sekitar 14.043,64 hektar berada pada APK Kehutanan, seluas 4.445,92 

hektar di APK Transmigrasi, seluas 19.580,46 hektar di APL, seluas 30.848,55 hektar di APK 

Perkebunan, seluas 1.012,80 hektar di APK yang diprioritaskan, dan seluas 13.202,43 hektar di 

Kawasan Lindung.   

• Dari 46 unit yang diinvestigasi, umur sawitnya berkisar antar 10-35 tahun. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pengembangan sawit dalam Kawasan Hutan telah dilakukan di era atau tahun 2013, jauh 

sebelum UUCK diterbitkan.  

 

 

 

 

 
4 Laporan Omnibus Law part 1: Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal (Juni 2021) 
https://www.eyesontheforest.or.id/reports/omnibus-law-bukan-legalisasi-otomatis-untuk-perkebunan-sawit-ilegal  

https://www.eyesontheforest.or.id/reports/omnibus-law-bukan-legalisasi-otomatis-untuk-perkebunan-sawit-ilegal
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REKOMENDASI: 

1. EoF meminta kepada pemerintah yang berwenang dalam penyelesaian sawit dalam 

Kawasan hutan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan prosesnya mulai 

dari identifikasi kebun sawit dalam Kawasan hingga penentuan penyelesaiannya.  

2. EoF meminta Pemerintah lebih transparan kepada publik dalam melakukan 

penyelesaian kebun sawit dalam Kawasan Hutan, termasuk jumlah dan nama pelaku 

usaha yang teridentifikasi memiliki kebun sawit dalam Kawasan hutan dan penentuan 

penyelesaiannya serta kepatuhan perusahaan dalam menjalankan penyelesaian yang 

ditentukan oleh pemerintah.   

3. EoF meminta Pemerintah dalam penyelesaian kasus-kasus sawit dalam Kawasan 

hutan, membuka kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti CSO, 

masyarakat adat dan masyakarakat tempatan dalam melakukan pengumpulan dan 

verifikasi data kebun sawit dalam Kawasan Hutan.  

4. EoF meminta penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak menyelesaikan 

permasalahan sawit ilegal dengan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha serta yang 

menyelesaikannya melalui sanksi administratif.  
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LAMPIRAN 

1. PT SUBUR ARUM MAKMUR II (SAM) 

PT Subur Arum Makmur II (SAM) merupakan anak perusahaan dari First Resources Group17 yang 
secara administratif berada di Desa Teluk Sano, Kecamatan Bonai Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, 
Provinsi Riau.  

Berdasarkan data citra sentinel 2021 dan hasil investigasi tim EoF mengindikasikan kebun sawit milik 
PT SAM II berusia 10 tahun dan memiliki luas 15.316,50 hektar. Titik pemantauan tim EoF antara lain: 
N1°59'31,93" E100°52'4,37", N0°59'9,79" E100°51'30,28" dan N0°58'20.96" E100°50'9,37".  

 
Temuan 1: PT Subur Arum Makmur II menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan 
(APK) Kehutanan dan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan berdasarkan RTRW-P 
1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/2018  

Peta 1. Tumpangsusun PT SAM II dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SAM II sebagian 
arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 
arealnya berada di Perkebunan Besar ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di areal kebun PT SAM II dengan RTRW-P/1994, 
tanaman sawit berada di APK Kehutanan seluas 4.246,45 hektar (lihat titik 1 dan 2 pada peta 1 sebelah 
kiri) dan sebagian lagi berada di APK Perkebunan seluas 2.237,54 hektar (lihat titik 3 pada peta 1 
sebelah kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di kebun PT SAM II dengan RTRW-
P/2018, kebun sawit milik PT SAM II berada di HPK seluas 5.731,94 hektar (lihat titik 1 dan 3 pada peta 
1 sebelah kanan).  
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Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Subur Arum Makmur II berdasarkan Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau  

Peta 2. Tumpang susun PT SAM II dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau, menunjukkan sebagian areal PT SAM II 

berada dalam kawasan hutan, seluas 5.731,94 hektar di HPK dan seluas 3,50 hektar di HP berdasarkan 

SK903/2016 ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Januari 2023 di PT SAM II dengan peta Kawasan 
Hutan 1986, sebagian besar PT Subur Arum Makmur II merupakan HPK seluas 10.505,70 hektar dan 
sebagian lagi merupakan HP seluas 4.180 hektar (lihat peta 86 bagian kiri atas). Pada areal tersebut, 
tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HP (lihat titik 1-3 pada peta 2 sebelah kiri 
atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT SAM II dengan peta Kawasan hutan 2011, sebagian besar 
sudah menjadi APL seluas 9.557,15 hektar, HPK seluas 5.503,21 hektar dan sisanya merupakan 
Kawasan HP seluas 256,17 (lihat peta 2 bagian kanan atas). Tim EoF juga menemukan adanya 
penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-3 pada peta 2 sebelah kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT SAM II dengan peta Kawasan hutan 2014, sebagian 
besar sudah menjadi APL seluas 9.833,78 hektar, HPK seluas 5.479,27 hektar dan sisanya merupakan 
Kawasan HP seluas 3,50 hektar (lihat peta 2 bagian kiri bawah). Tim EoF juga menemukan adanya 
penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-3 pada peta 2 sebelah kiri bawah).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PT SAM II dengan peta Kawasan hutan 2016, sebagian 
besar sudah menjadi APL seluas 9.581,11 hektar, HPK seluas 5.731,94 hektar dan sisanya merupakan 
Kawasan HP seluas 3,50 hektar (lihat peta 2 bagian kanan bawah). Tim EoF juga menemukan adanya 
penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-3 pada peta 2 sebelah kanan bawah). 
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2. PT Togos Gopas  

PT Togos Gopas berada diwilayah administratif Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi 
Riau. Berdasarkan temuan di lapangan, tim EoF menemukan bahwa PT Togos Gopas ini memiliki tiga 
kebun dengan nama dan lokasi yang berbeda, yaitu: pertama Kebun Sumber Maju yang berlokasi di 
Desa Tambusai Timur, kedua Kebun TKD yang berlokasi di Desa Suka Maju, dan yang ketiga Kebun 
Mitra Maju Bersama yang berlokasi di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan 
Hulu, Provinsi Riau. 

PT Togos Gopas adalah bagian dari PT Torganda yang merupakan anak perusahaan dari grup 
Pancaputra Ganda18. Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim 
Eyes on the Forest mengindikasikan, PT Togos Gopas memiliki luas yaitu 1.468,95 hektar dan umur 
tanaman sawit sekitar 10 sampai 17 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest 
di areal PT Togos Gopas pada November antara lain: N1°11'15,335" E100°22'50,027", N1°9'24,252", 
E100°21'50,328", N1°8'30,138" E100°22'58,001", N1°7'57,281" E100°22'17,795", N1°7'14,657" 
E100°22'18,930" N1°11'15,335" E100°22'50,027". 

Temuan 1: PT Togos Gopas menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Perkebunan dan APK Transmigrasi Berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi (HPK) serta Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan RTRW-P/2018. 

 
Peta 3. Tumpangsusun PT Togos Gopas dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Togos Gopas 
hampir seluruh arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 
sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT Togos Gopas dengan RTRW-P/1994 sebagian besar areal PT 
Togos Gopas atau seluas 1432,47 hektar merupakan APK Kehutanan, seluas 14,54 hektar merupakan 
APK Perkebunan dan seluas 21,94 hektar merupakan APK Transmigrasi. Berdasarkan temuan EoF pada 
titik koordinat di atas, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Togos Gopas 
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yang berada di APK Kehutanan (lihat titik 1-4 pada peta 3 bagian kiri) dan pada APK Transmigrasi (lihat 
titik 5 pada peta 3 bagian kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT Togos Gopas dengan RTRW-P/2018, sebagian besar 
merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 1.374 hektar, seluas 12,28 hektar 
merupakan Hutan Produksi Terbatas dan seluas 82,76 hektar merupakan Perkebunan Rakyat. Namun, 
berdasarkan temuan EoF di areal PT Togos Gopas, tim hanya menemukan adanya penanaman kelapa 
sawit di Hutan Produksi Terbatas (lihat titik 1 dan 3 pada peta 3 bagian kanan) dan di Hutan Produksi 
Konversi (lihat titik 2, 4 & 5 pada peta 3 bagian kanan). 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Togos Gopas Berdasarkan Kawasan Hutan di Riau 

-

 
Peta 4. Tumpang susun PT Togos Gopas dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar 

areal PT Togos Gopas berada dalam kawasan hutan, seluas 1.373,91 hektar di HPK dan seluas 12,28 hektar di 

HPT berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Togos Gopas dengan peta Kawasan Hutan 1986, sebagian PT 
Togos Gopas merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 729,854 hektar dan 
sebagian lagi merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 739,1  hektar (lihat peta 4 bagian kiri 
atas). Pada areal tersebut tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Togos Gopas 
di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) (lihat titik 1 dan 2 pada peta 4 sebelah kiri atas) dan 
pada Hutan Produksi Terbatas (lihat titik 3-5 pada peta 4 sebelah kiri atas). 

 
Namun berdasarkan dengan peta Kawasan hutan 2011, sebagian besar areal PT Togos Gopas 
merupakan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.388,06 hektar dan sisanya merupakan Areal Penggunaan 
Lain seluas 80,89 hektar (lihat peta 4 bagian kanan atas). Berdasarkan temuan tim EoF penanaman 
sawit oleh PT Togo Gopas hanya berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (lihat titik 1-5 pada 
peta 4 sebelah kanan atas). 
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Sedangkan dengan peta kawasan hutan 2014 dan 2016, menunjukkan sebagian besar areal PT Togos 
Gopas merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 1.373,91, seluas 12,28 hektar 
merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sisanya merupakan Areal Penggunaan Lain seluas 
82,76 hektar. Berdasarkan temuan. Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit di Hutan 
Produksi Terbatas (lihat titik 1 dan 3 pada peta 4 bagian bawah) dan di Hutan Produksi Konversi (lihat 
titik 2, 4, dan 5 pada peta 4 bagian bawah). 

3. PTPN V Sei Tapung  

PTPN V Sei Tapung merupakan anak perusahaan milik BUMN19 yang secara administratif berada di 

Desa Koto Garo (Kota Garo), Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hasil 

interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PTPN V Sei Tapung memiliki luas total 1.353,75 hektar dan umur tanaman sawit 

diperkirakan 8-10 tahun.  

Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PTPN V Sei Tapung pada bulan 

Desember 2022 antara lain; N0°39'43.841" E101°8'14.243", N0°40'30.419" E101°9'9.731", 

N0°40'13.566" E101°9'45.000" dan N0°38'8.591" E101°9'51.113".  

Temuan 1: PTPN V Sei Tapung menanam kelapa sawit di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 

dan di Hutan Produksi Terbatas, Perkebunan Rakyat serta Lokasi Tambang berdasarkan RTRW-

P/2018. 

Peta 5. Tumpangsusun PTPN V dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PTPN V keseluruhan 

arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 

arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 
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Berdasarkan tumpang susun areal PTPN V dengan RTRW-P/1994, seluruh arealnya merupakan Arahan 

Pengembangan Kehutanan (APK) Kehutanan seluas 1.353,75 hektar (lihat peta 5 bagian kiri). 

Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PTPN V seluas 1.001,3 hektar merupakan Hutan Produksi 

Konversi, kemudian seluas 181,32 hektar merupakan Lokasi Tambang, seluas 86,36 hektar merupakan 

Perkebunan Rakyat dan seluas 83,97 hektar merupakan Hutan Produksi Terbatas (lihat peta 5 bagian 

kanan).  

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Desember 2023 di areal PTPN V, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PTPN V di APK Kehutanan (lihat titik 1-4 pada peta 

5 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, ditemukan sawit 

yang ditanam pada Hutan Produksi Terbatas (lihat titik 3 pada peta 5 sebelah kanan), pada perkebunan 

rakyat (lihat titik 2 pada peta 5 sebelah kanan) dan pada lokasi tambang (lihat titik 1 dan 4 pada peta 

5 sebelah kanan).  

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PTPN V berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau 

 
Peta 6. Tumpang susun PTPN V Sei Tapung dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar 

areal PTPN V Sei Tapung berada dalam kawasan hutan, seluas 1.001,30 hektar di HPK, seluas 83,97 hektar di HPT 

dan seluas 0,37 hektar di HP berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

 

Berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Sei Tapung dengan peta Kawasan hutan 1986, areal PTPN 

V Sei Tapung sebagian besar merupakan APL seluas 1.024,66 hektar dan HPT seluas 329,09 hektar. 

Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPT (lihat titik 3 dan 4 pada 

peta 6 sebelah kiri atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Sei Tapung dengan peta Kawasan hutan 2011, 

areal PTPN V Sei Tapung merupakan Kawasan HPK seluas 1.256,07 hektar dan HPT seluas 97,31 hektar. 
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Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-2 pada 

peta 6 sebelah kanan atas) dan pada HPT (lihat titik 3 dan 4 pada peta 6 sebelah kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Sei Tapung dengan peta Kawasan hutan 2014, 

areal PTPN V Sei Tapung berada di Kawasan HPK seluas 1.181,42 hektar, HPT seluas 97,30 hektar dan 

APL seluas 74,66 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan 

HPK (lihat titik 1 pada peta 6 sebelah kiri bawah) dan pada APL (lihat titik 2 pada peta 6 sebelah kiri 

bawah) serta pada HPT (lihat titik 3 dan 4 pada peta 6 sebelah kiri bawah) 

Berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Sei Tapung dengan peta Kawasan hutan 2016, areal PTPN 

V Sei Tapung berada di Kawasan HPK seluas 1.001,30 hektar, HPT seluas 83,97 hektar dan APL seluas 

268,11 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada HPT (lihat titik 3 pada 

peta 6 sebelah kiri bawah) dan pada APL (lihat titik 1,2 dan 4 pada peta 6 sebelah kiri bawah).  

4. PT Central Warisan Indah Makmur (CWIM) 

PT Central Warisan Indah Makmur (PT CWIM) merupakan perusahaan sawit yang secara administratif 

terletak di Desa Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada 

bulan Desember 2022, tim melakukan pemantauan di perkebunan kelapa sawit milik PT CWIM yang 

berlokasi di beberapa titik, antara lain: N0°16'53.630" E100°43'22.920", N0°16'27.675" 

E100°42'59.958", N0°15'38.846" E100°43'17.213" dan N0°15'2.322" E100°42'53.969". 

Berdasarkan informasi masyarakat dan pekerja di lapangan, PT CWIM telah berganti nama menjadi 

Koperasi Aneka Karya Usaha dan melakukan pengembangan sawit dengan pola KKPA Bersama 

masyarakat Desa Batu Bersurat. Hal ini dibuktikan dari papan nama Koperasi Aneka Karya Usaha yang 

ditemukan oleh tim EoF di dalam kebun inti yang berada tidak jauh dari perumahan karyawan.   

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada 

Desember 2022 mengindikasikan, PT CWIM memiliki luas yaitu 1.190,84 hektar. Diperkirakan tanaman 

sawit milik PT CWIM berumur 2-6 tahun.  

 

Temuan 1: PT CWIM menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Kehutanan 

dan APK yang diprioritaskan berdasarkan RTRW-P/1994 serta pada Perkebunan Rakyat berdasarkan 

RTRW-P/ 2018 
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Peta 7. Tumpangsusun PT CWIM dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT CWIM keseluruhan 

arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 keseluruhan 

arealnya berada di Perkebunan Rakyat ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT CWIM dengan RTRW-P/1994, keseluruhan areal PT CWIM 

merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Kehutanan seluas 1.140,09 hektar dan 50,75 

hektar masuk ke dalam APK yang diprioritaskan (lihat peta 7 bagian kiri). Hal ini menunjukkan bahwa 

pada saat kebun ini dibangun 6 tahun yang lalu (dari 2016 hingga 2022), jika mengacu pada RTRW-P 

1994, areal ini merupakan APK Kehutanan.  

 

Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT CWIM sebagian besar merupakan Perkebunan Rakyat 

seluas 1.164,56 hektar dan sisanya 26,28 hektar merupakan Perairan (lihat peta 7 bagian kanan). 

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Desember 2022 di areal PT CWIM, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT CWIM di APK Kehutanan (lihat titik 1-4 pada 

peta 7 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan penanaman 

kelapa sawit di Perkebunan Rakyat (lihat titik 1-4 pada peta 7 sebelah kanan). 

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT CWIM berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  
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Peta 8. Tumpang susun PT CWIM dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan areal PT 

CWIM seluas 1.164,56 hektar di APL berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Desember 2022 di PT CWIM dengan peta Kawasan 

Hutan 1986, sebagian besar areal PT CWIM merupakan HPT seluas 1.161,5 hektar dan sebagian lagi 

merupakan wilayah perairan seluas 29.357 hektar (lihat peta 8 bagian kiri atas). Tim EoF menemukan 

adanya penanaman kelapa sawit pada HPT tersebut (lihat titik 1-4 pada peta 8 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT CWIM dengan peta Kawasan hutan 2011, seluruh areal 

telah berubah menjadi APL seluas 1.161,5 hektar (lihat peta 8 bagian kanan atas). Tim EoF juga 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada APL tersebut (lihat titik 1-4 pada peta 8 bagian 

kanan atas).  

Sedangkan tumpangsusun dengan peta Kawasan Hutan 2014, areal PT CWIM sebagian besar berada 

di APL seluas 1.161,5 hektar dan 29,34 hektar berada di wilayah perairan. Namun tumpangsusun 

dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau 2016, areal PT CWIM berada di APL seluas 1.164,56 hektar 

dan di perairan seluas 26,28 hektar (lihat peta 8 sebelah kiri dan kanan bawah). Dari hasil 

tumpangsusun dengan titik pemantauan EoF, juga tampak adanya penanaman sawit di APL 

berdasarkan peta Kawasan Hutan pada tahun 2014 dan 2016 (lihat titik 1-4 pada peta 8 sebelah kiri 

dan kanan bawah). 

5. PT PALM LESTARI MAKMUR (PLM) 

PT Palm Lestari Makmur (PLM) berada diwilayah administratif Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan 
Batang Gangsal, Desa Penyaguan, Provinsi Riau. PT PLM merupakan afiliasi Mentari Group20. 

Pada bulan November 2022 tim EoF telahmelakukan investigasi di PT PLM. Berdasarkan hasil 
interpretasi citra sentinel 2021 dan pengamatan di lapangan, EoF mengindikasikan bahwa luas total 
areal PT PLM adalah 1.312,63 dan tanaman sawitnya berumur sekitar 12 tahun. Beberapa lokasi titik 
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pengamatan tim EoF di areal PT PLM pada bulan November 2022 antara lain: S0°37'45,893" E102° 
35'15,887", S0°37'30,011" E102°35'37,932", S0°36'4,343" E102°36'6,287"  

Temuan 1: PT PLM menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Kehutanan dan 
di Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 
berdasarkan RTRW-P/2018. 

 
Peta 9. Tumpangsusun PT PLM dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT PLM sebagian besar 
arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 
arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT PLM dengan RTRW-P/1994, sebagian besar areal PT PLM 
merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Kehutanan seluas 852,75 hektar, seluas 3,41 
hektar merupaan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) yang diprioritaskan dan 456,47 hektar 
merupakan Kawasan Lindung (lihat peta 9 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal 
PT PLM sebagian besar merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 1.225,88 hektar dan 
seluas 86,75 hektar merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (lihat peta 9 bagian kanan).  

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF November 2022 di areal PT PLM, tim EoF 
menemukan penanaman kelapa sawit oleh PT PLM berada di APK Kehutanan (lihat titik 1-2 pada peta 
9 sebelah kiri) dan di kawasan lindung (lihat titik 3 pada peta 9 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-
P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan penanaman kelapa sawit di Hutan Produksi 
Konversi (lihat titik 1-3 pada peta 9 sebelah kanan). 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Palm Lestari Makmur Berdasarkan Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau 



28 | EoF (April 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal (bag. II) 
 
 

 
Peta 10. Tumpang susun PT PLM dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan areal PT PLM 

berada dalam kawasan hutan, seluas 1.225,88 hektar di HPK dan seluas 86,75 hektar di HPT berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT PLM dengan peta Kawasan Hutan 1986, seluruh areal PT PLM 
merupakan HP seluas 1.312,63 hektar dan tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada 
areal HP tersebut (lihat titik 1-3 pada peta 10 bagian kiri atas). 

Namun berdasarkan peta Kawasan hutan 2011, sebagian areal PT PLM sebagian besar merupakan HPT 
seluas 1.007,31 hektar dan sisanya merupakan HPK seluas 305.32 hektar (lihat peta 10 bagian kanan 
atas). Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada areal HPK (lihat titik 1-3 pada peta 
10 bagian kanan atas).  

Sedangkan dengan peta Kawasan Hutan 2014 dan 2016, menunjukkan bahwa areal perkebunan PT 
PLM sebagian besar merupakan HPK dengan luas 1.225,877 hektar dan sisanya merupakan HPT 
dengan luas 86,75 hektar (lihat peta 10 bagian bawah). Tim EoF juga menemukan adanya penanaman 
kelapa sawit di HPK berdasarkan peta kawasan 2014 dan 2016 (lihat titik 1-3 pada peta 10 bagian 
bawah). 

6. Koperasi Tani Sabahat Lestari  

Koprasi Tani Sehabat Lestari (KOPNI) merupakan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat tempatan 

yang tinggal di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Berdasarkan informasi di lapangan, KOPNI ini dikelola oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya palang milik PT Sekar Bumi Alam Lestari yang ditemukan oleh tim EoF di 

lokasi KOPNI.  
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Tim EoF telah melakukan investigasi pada bulan Desember 2022, di beberapa titik di areal Koperasi 

Tani Sahabat Lestari antara lain: N0°41'45.101" E101°12'39.114", N0°43'8.201" E101°14'5.911", 

N0°42'17.352" E101°14'17.039", dan N0°40'56.297" E101°15'13.392". 

 

Berdasarkan hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan pengamatan langsung oleh tim Eyes on the 

Forest pada bulan Desember 2022 mengindikasikan, Koperasi Tani Sahabat Lestari memiliki luas yaitu 

1.412,5 hektar. Diperkirakan umum tanaman sawit milik Koperasi Tani Sahabat Lestari berusia 15 

tahun.  

 

Temuan 1: Koperasi Tani Sahabat Lestari menanam kelapa sawit di APK Kehutanan dan APK 

Perkebunan Berdasarkan RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi dapat Dikonversi serta Hutan 

Produksi Tetap berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 11. Tumpangsusun Koperasi Tani Sahabat Lestari dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan 

Koperasi Tani Sahabat Lestari Sebagian arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan 

berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPT ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di Koperasi Tani Sahabat Lestari pada Desember 

2022 dengan RTRW-P/1994, sawit milik KOPNI berada di APK Kehutanan seluas 835,59 hektar (lihat 

titik 1,3 4 pada peta 11 sebelah kiri) dan pada APK Perkebunan seluas 576,94 hektar (lihat titik 2 pada 

peta 11 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan RTRW-P/2018, sebagian besar 

sawit berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1 dan 3 pada peta 11 sebelah kanan) 

dan di Hutan Produksi Tetap (lihat titik 1 dan 4 pada peta 31 sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di Koperasi Tani Sahabat Lestari berdasarkan Kawasan Hutan 

di Provinsi Riau 
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Peta 12. Tumpang susun Koperasi Tani Sahabat Lestari dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan 

sebagian besar areal Koperasi Tani Sahabat Lestari berada dalam kawasan hutan, seluas 751,83 hektar di HP dan 

seluas 660,22 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun titik pemantauan EoF Desember 2022 di Koperasi Tani Sahabat Lestari 

dengan peta Kawasan Hutan 1986, seluruh sawitnya berada di Kawasan HPT seluas 1.412,5 hektar 

(lihat titik 1-4 pada peta 12 bagian kiri atas). Sedangkan berdasarkan tumpang susun dengan peta 

Kawasan Hutan 2011, seluruh sawit milik Koperasi Tani Sahabat Lestari berada di HP seluas 1.412,5 

hektar (lihat titik 1-4 pada peta 12 sebelah kanan atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal Koperasi Tani Sahabat Lestari dengan peta Kawasan 

hutan 2014 dan 2016, areal Koperasi Tani Sahabat Lestari berada di Kawasan HP seluas 751,83 hektar 

dan HPK seluas 660,22 hektar. Temuan EoF menunjukkan adanya sawit yang ditanam di Kawasan HP 

(lihat titik 2 dan 4 pada peta 12 sebelah kanan dan kiri bawah) dan pada HPK tersebut (lihat titik 1 dan 

3 pada peta 12 sebelah kanan dan kiri bawah).  

7. PT Priatama Riau  

PT Priatama Riau merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Surya Dumai Grup21. PT Priatama 

Riau memiliki kebun kelapa sawit di Desa Pauh dan Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, 

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.  

Tim EoF telah melakukan pemantauan terhadap kebun sawit milik PT Priatama Riau pada bulan Januari 

2023 yang berlokasi di beberapa titik, antara lain: N1°11'31,80" E100°50'59,96", N1°11'43,65" 

E100°51'32,30", N1°10'18,55" E100°52'26,09", N10°0'0,48" E100°53'18,12" dan N1°08'31,10" 

E100°54'57,59". 

Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, tidak ditemukan tanaman kelapa sawit yang dikembangkan 
langsung oleh PT Priatama Riau pada areal kawasan hutan tersebut. Berdasarkan informasi dari 
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masyarakat setempat, kebun tersebut dikelola oleh PT Graha Permata Hijau (PT GPH) seluas lebih 
kurang 445 hektar.  
 

Kemudian dari data yang digunakan tim di lapangan, terdapat seluas 1.963,70 ha tumpang tindih 
dengan izin PT Bina Daya Bintala, yang mana sebagian areal tersebut sudah ditanami Hutan Tanaman 
Industri (HTI).   
 

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada 

Januari 2023, mengindikasikan PT Priatama Riau memiliki luas yaitu 12.062,40 hektar. Diperkirakan 

tanaman sawit di PT Priatama Riau berumur 4-8 tahun.  

 

Temuan 1: PT Priatama Riau menanam kelapa sawit di Kawasan Lindung, APK Perkebunan 

Berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi dapat Dikonversi, Hutan Produksi Tetap serta 

Perkebunan Rakyat berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 13. Tumpangsusun PT Priatama Riau dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Priatama 

Riau sebagian besar arealnya berada di Kawasan Lindung berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-

P/2018 sebagian besar arealnya berada di Perkebunan Besar ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Priatama Riau dengan RTRW-P/1994, sebagian besar areal PT 

Priatama Riau merupakan Arahan Pengembangan Kawasan Lindung seluas 11.127,9 hektar dan 

sisanya merupakan APK Kehutanan seluas 668,48 hektar serta APK Perkebunan seluas 266,01 hektar 

(lihat peta 13 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT Priatama Riau seluas 

9.087,5 hektar merupakan Perkebunan Besar, seluas 2.227,27 hektar merupakan Hutan Produksi 

Tetap, seluas 471,87 hektar merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, seluas 197,80 hektar 

merupakan Kawasan Lindung Bergambut dan 77,42 hektar merupakan Perkebunan Rakyat (lihat peta 

13 bagian kanan).  
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Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal PT Priatama Riau, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit di Kawasan Lindung (lihat titik 1-5 pada peta 13 sebelah 

kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian berdasarkan RTRW-P/2018, tim EoF menemukan adanya 

penanaman kelapa sawit di HP (lihat titik 1 dan 2 pada peta 13 sebelah kanan), di Perkebunan Besar 

(lihat titik 3 pada peta 13 sebelah kanan) serta di HPK (lihat titik 4 dan 5 pada peta 13 sebelah kanan). 

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Priatama Riau berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi 

Riau  

 
Peta 14. Tumpang susun PT Priatama Riau dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar 

areal PT Priatama Riau berada dalam kawasan hutan, seluas 2.227,27 hektar di HP dan di HPK seluas471,87 

hektar berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Januari 2023 di PT Priatama Riau dengan peta 

Kawasan Hutan 1986, sebagian besar PT Priatama Riau merupakan HPK (9.924,07 hektar) dan 

sebagian lagi berada di HP seluas 2.137,93 hektar (lihat peta 14 bagian kiri atas). Pada areal tersebut, 

tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1,3,4 dan 5 pada peta 14 

sebelah kiri atas) dan HP tersebut (lihat titik 2 pada peta 14 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT Priatama Riau dengan peta Kawasan hutan 2011, 

sebagian besar sudah menjadi APL (8.832,5 hektar) kemudian sisanya merupakan Kawasan HP seluas 

2.275,56 hektar serta Kawasan HPK seluas 953,87 hektar (lihat peta 14 bagian kanan atas). Tim EoF 

juga menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 3,4 dan 5 pada peta 14 sebelah 

kanan atas) dan HP tersebut (lihat titik 1 dan 2 pada peta 14 sebelah kanan atas).  

Sedangkan tumpangsusun areal PT Priatama Riau dengan peta Kawasan Hutan 2014 dan 2016, luas 

APL nya semakin bertambah menjadi 9.363 hektar, kemudian sisanya merupakan Kawasan HP seluas 
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2.227 hektar, dan seluas 471,81 hektar merupakan HPK (lihat peta 14 bagian kiri dan kanan bawah). 

Namun, tim EoF hanya menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 3, 4 dan 5 

pada peta 14 sebelah kiri dan kanan bawah) dan HPT saja (lihat titik 1 dan 2 pada peta 14 sebelah kiri 

dan kanan bawah). 

8. Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri (KOPNI STMM) 

Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri secara administratif berada di Desa Kepau Jaya, Kecamatan 

Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan di lapangan, Koperasi Sentral Tani 

Mandiri ini masuk ke dalam wilayah PT CSL Johannes.  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, KOPNI STMM memiliki luas total 1.412,53 hektar. Beberapa lokasi titik pengamatan 

tim Eyes on the Forest di areal KOPNI STMM pada bulan Desember 2022 antara lain; N0°41'45.101" 

E101°12'39.114", N0°43'8.201" E101°14'15.911", N0°42'17.352" E101°14'17.039" dan N0°40'56.297" 

E101°15'13.392".  

Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, sebagian areal telah ditanami tanaman kelapa sawit 

berusia sekitar 10-15 tahun dan beberapa sisipan tanaman kelapa sawit berusia sekitar 2-3 tahun.  

Temuan 1: Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri menanam kelapa sawit di APK Kehutanan 

berdasarkan RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi serta pada Hutan Produksi 

Tetap berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 15. Tumpangsusun KOPNI STMM dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan KOPNI STMM 

keseluruhan arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 

sebagian besar arealnya berada di HPT ©Eyes on the Forest 2023. 
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Berdasarkan tumpang susun areal KOPNI STMM dengan RTRW-P/1994, seluruh arealnya merupakan 

Arahan Pengembangan Kehutanan (APK) Kehutanan seluas 665,16 hektar (lihat peta 15 bagian kiri). 

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal KOPNI STMM dengan RTRW-P/2018, areal KOPNI STMM 

seluas 520,64 hektar merupakan Hutan Produksi Terbatas, kemudian seluas 106,10 hektar merupakan 

Perkebunan Rakyat dan seluas 38,413 hektar merupakan Hutan Produksi Tetap (lihat peta 15 bagian 

kanan).  

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Desember 2023 di areal KOPNI STMM, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh KOPNI STMM di APK Kehutanan (lihat titik 1,3 dan 

4 pada peta 15 sebelah kiri) dan pada APK Perkebunan (lihat titik 2 pada peta 15 sebelah kiri) 

berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan penanaman kelapa sawit di Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1 dan 3 pada peta 15 sebelah kanan) dan pada Hutan 

Produksi Tetap (lihat titik 2 dan 4 pada peta 15 sebelah kanan). 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri berdasarkan 

Kawasan Hutan di Provinsi Riau 

Peta 16. Tumpang susun KOPNI STMM dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal 

KOPNI STMM berada dalam kawasan hutan, seluas 520,641 hektar di HPT dan seluas 38,413 hektar di HP 

berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di KOPNI STMM pada Desember 2022 dengan peta 

Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986 dan 2011, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi 

Terbatas (HPT) seluas 665,16 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 16 sebelah kiri dan kanan atas).  

Kemudian berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di KOPNI STMM pada Desember 2022 

dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 2014 dan 2016, keseluruhan sawit berada di Hutan 

Produksi Tetap (HP) seluas 520,641 hektar (lihat titik 1-3 pada peta 16 sebelah kiri dan kanan bawah), 
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di HP seluas 38,413 hektar (lihat titik 5 pada peta 16 sebelah kiri dan kanan bawah) dan pada APL 

seluas 106,104 hektar (lihat titik 4 pada peta 16 sebelah kiri dan kanan bawah).   

9. PT Ramajaya Pramukti  

PT Ramajaya Pramukti merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas Grup22 yang secara administratitf 

terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tim EoF telah 

melakukan investigasi pada bulan Januari 2023 di beberapa titik di areal PT Ramajaya Pramukti, antara 

lain: N0°44'44.74" E101°15'46.48", N0°44'11.75" E101°17'1.08", N0°43'48.60" E101°16'24.22", 

N0°43'24.44" E101°17'5.08" dan N0°44'44.31" E101°17'34.55". 

 

Berdasarkan data HGU BPN 2019, serta hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan PT Ramajaya Pramukti memiliki luas yaitu 1.399,71 hektar. Berdasarkan pengamatan 

tim di lapangan, diketahui bahwa tanaman kelapa sawit milik PT Ramajaya Pramukti berusia 25-30 

tahun.  

 

Temuan 1: PT Ramajaya Pramukti menanam kelapa sawit di APK Kehutanan dan APK Perkebunan 

Berdasarkan RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap serta Perkebunan 

Rakyat berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 17. Tumpangsusun PT Ramajaya Pramukti dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT 

Ramajaya Pramukti sebagian arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 

RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPT ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Ramajaya Pramukti dengan RTRW-P /1994, seluas 733,54 hektar 

areal PT Ramajaya Pramukti merupakan APK Kehutanan, sedangkan seluas 658,78 hektar merupakan 

APK Perkebunan (lihat peta 17 bagian kiri). Tim EoF menemukan adanya penanaman sawit pada APK 
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Kehutanan (lihat titik 2-5 pada peta 17 bagian kiri) dan pada APK Perkebunan (lihat titik 1 pada peta 

17 bagian kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal dengan RTRW-P/2018, sebagian besar areal PT 

Ramajaya Pramukti merupakan Hutan Produksi Terbatas seluas 657,88 hektar, Perkebunan Rakyat 

seluas 459,74 hektar dan Hutan Produksi Tetap seluas 264,99 hektar (lihat peta 17 bagian kanan). Tim 

EoF juga menemukan adanya penanaman sawit pada Perkebunan Rakyat (lihat titik 1 pada peta 17 

bagian kanan), kemudian pada Hutan Produksi Terbatas (lihat titik 2 dan 5 pada peta 17 bagian kanan) 

serta pada Hutan Produksi Tetap (lihat titik 3 dan 4 pada peta 17 bagian kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Ramajaya Pramukti berdasarkan Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau 

Peta 18. Tumpang susun PT Ramajaya Pramukti dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Ramajaya Pramukti berada dalam kawasan hutan, seluas 657,88 hektar di HPT dan di HP seluas 

264,99 hektar berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Januari 2023 di PT Ramajaya Pramukti dengan 

peta Kawasan Hutan 1986, areal PT Ramajaya Pramukti merupakan HPT seluas 945,17 hektar dan HPK 

seluas 454,54 hektar (lihat peta 18 bagian kiri atas). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya 

penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1 pada peta 18 sebelah kiri atas) dan pada HPT (lihat 

titik 2-5 pada peta 18 sebelah kiri atas).   

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PT Ramajaya Pramukti dengan peta Kawasan hutan 2011, 

areal PT Ramajaya Pramukti tidak lagi merupakan Kawasan HPK tetapi berubah menjadi HPT seluas 

935,82 hektar dan sisanya merupakan APL seluas 463,89 hektar. Temuan EoF menunjukkan adanya 

sawit yang ditanam di Kawasan HPT tersebut (lihat titik 2-5 pada peta 18 sebelah kanan atas).  
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Sedangkan berdasarkan tumpangsusun areal PT Ramajaya Pramukti dengan peta Kawasan Hutan 2014 

dan 2016, sebagian Kawasan HPT telah berubah menjadi HP seluas 264,99 hektar. Sementara Kawasan 

HPT menyusut menjadi 670,83 hektar pada 2014 dan 657,88 hektar pada 2016 (lihat peta 18 sebelah 

kiri dan kanan bawah). Temuan EoF menunjukkan sawit yang ditanam berada di HPT (lihat titik 2,3 

dan 5 pada peta 18 sebelah kiri dan kanan bawah) serta pada HP (lihat titik 4 pada peta 18 sebelah kiri 

dan kanan bawah).  

10. CV Riau Alam Bertuah  

CV Riau Alam Bertuah merupakan anak perusahaan milik BUMN23 yang secara administratif berada di 

Desa Koto Garo (Kota Garo), Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hasil 

interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, CV Riau Alam Bertuah memiliki luas total 435,86 hektar dan umur tanaman sawit 

diperkirakan 20 tahun.  

Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal CV Riau Alam Bertuah pada bulan 

Desember 2022 antara lain; N0°38'38.994" E101°20'30.791", N0°39'12.150" E101°20'5.849" dan 

N0°37'59.207" E101°20'30.791" 

Temuan 1: CV Riau Alam Bertuah menanam kelapa sawit di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-

P/1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 19. Tumpangsusun CV Riau Alam Bertuah dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan CV Riau 

Alam Bertuah keseluruhan arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 

RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPT ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di CV Riau Alam Bertuah pada Desember 2022 

dengan RTRW-P/1994, keseluruhan sawit berada di APK Kehutanan seluas 435,86 hektar (lihat titik 1-

3 pada peta 19 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan RTRW-P/2018, sebagian 
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besar sawit berada di Hutan Produksi Terbatas seluas 426,15 hektar (lihat titik 1-3 pada peta 19 

sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di CV Riau Alam Bertuah berdasarkan Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau 

Peta 20. Tumpang susun CV Riau Alam Bertuah dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal CV Riau Alam Bertuah berada dalam kawasan hutan, seluas 426,145 hektar di HPT dan seluas 7,755 

hektar di KSA/KPA berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di CV Riau Alam Bertuah pada Desember 2022 

dengan peta Kawasan Hutan 1986, keseluruhan sawit berada di HPT seluas 423,86 hektar (lihat titik 

1-3 pada peta 20 sebelah kiri atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal CV Riau Alam Bertuah dengan peta Kawasan hutan 2011 

dan 2014, areal CV Riau Alam Bertuah sebagian besar merupakan HPT seluas 428,10 hektar dan 

KPA/KSA seluas 7,755 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada 

Kawasan HPT (lihat titik 1-3 pada peta 20 sebelah kanan atas dan kiri bawah)  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal CV Riau Alam Bertuah dengan peta Kawasan hutan 

2016, areal CV Riau Alam Bertuah berada di Kawasan HPT seluas 426,145 hektar, KSA/KPA seluas 7,755 

hektar dan APL seluas 1,9 hektar Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada 

Kawasan HPT (lihat titik 1-3 pada peta 20 sebelah kanan bawah).  

11. PT Duta Mas Makmur Perkasa  

Areal PT Duta Mas Makmur Perkasa berada di Desa Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota 

Dumai, Provinsi Riau. Meskipun tidak ada tanda pengenal atau papan informasi kepemilikan PT Duta 

Mas Makmur Perkasa terhadap kebun sawit pada aeral ini, namun berdasarkan wawancara dengan 
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warga setempat, disebutkan bahwa areal ini dimiliki oleh PT Duta Mas Makmur Perkasa. Selanjutnya 

menurut masyarakat, PT Duta Mas Makmur Perkasa ini sebelumnya bernama PT KIS atau dikenal oleh 

warga tempatan dengan nama kebun J.  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PT Duta Mas Makmur Perkasa memiliki luas total 419,3 hektar dan umur tanaman 

sawit diperkirakan 8 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT Duta 

Mas Makmur Perkasa pada bulan Desember 2022 antara lain; N1°33'8.316" E100°56'5.717", 

N1°33'21.509" E100°56'35.159", N1°32'47.399" E100°56'33.911", dan N1°32'44.333" 

E100°57'13.194". 

Temuan 1: PT Duta Mas Makmur Perkasa menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan 

Kawasan (APK) Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi Tetap serta Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/ 2018 

Peta 21. Tumpang susun PT Duta Mas Makmur Perkasa dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018. Menunjukkan 

PT Duta Mas Makmur Perkasa keseluruhan arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan 

berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023.  

 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Duta Mas Makmur Perkasa dengan RTRW-P/1994, keseluruhan 

areal PT Duta Mas Makmur Perkasa berada di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Kehutanan 

seluas 419,10 hektar dan hanya 0,2 hektar yang masuk ke dalam APK Perkebunan (lihat peta 21 bagian 

kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, PT Duta Mas Makmur Perkasa sebagian besar berada di 

Hutan Produksi  dapat Dikonversi seluas 258,96 hektar, di Hutan Produksi Tetap seluas 160,15 hektar, 

dan sisanya hanya 0,19 hektar yang berada di Perkebunan besar (lihat peta 21 bagian kanan).  
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Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Desember 2022 di areal PT Duta Mas Makmur 

Perkasa, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Duta Mas Makmur Perkasa di 

APK Kehutanan (lihat titik 1-4 pada peta 21 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim 

EoF juga menemukan penanaman kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1-

2 pada peta 21 sebelah kanan) dan di Hutan Produksi Tetap (lihat titik 3-4 pada peta 21 sebelah kanan).  

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Duta Mas Makmur Perkasa berdasarkan Kawasan Hutan 

di Provinsi Riau  

Peta 22. Tumpang susun PT Duta Mas Makmur Perkasa dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan 

keseluruhan areal PT Duta Mas Makmur Perkasa berada dalam Kawasan Hutan, 160,15 hektar di HP dan 258,96 

di HPK berdasarkan SK 903/2016 ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Desember 2022 di PT Duta Mas Makmur Perkasa 

dengan peta Kawasan Hutan 1986, sebagian besar PT Duta Mas Makmur Perkasa berada di HPK 

(246,84 hektar) dan sebagian lagi berada di HPT seluas 172,46 hektar (lihat peta 22 bagian kiri atas). 

Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-2 

pada peta 22 sebelah kiri atas) dan HPT tersebut (lihat titik 3-4 pada peta 22 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT Duta Mas Makmur Perkasa dengan peta Kawasan hutan 

2011, sebagian besar sudah menjadi APL (264,59 hektar) dan masih terdapat pada Kawasan HP seluas 

154,75 hektar (lihat peta 22 bagian kanan atas). Tim EoF juga menemukan adanya penanaman kelapa 

sawit pada areal ini (lihat titik 1-4 pada peta 22 sebelah kiri atas).  

Sedangkan dengan peta Kawasan Hutan 2014 dan 2016, menunjukkan sebagian besar areal 

perkebunan PT Duta Mas Makmur Perkasa berada di HPK seluas 258, 96 hektar, di HP seluas 160,15 

hektar dan hanya 0,19 hektar yang masuk ke APL (lihat peta 22 bagian kiri dan kanan bawah). Namun, 
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tim EoF hanya menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK dan HPT saja (lihat titik 1-4 

pada peta 22 sebelah kiri dan kanan bawah). 

12. PT SUMBER SAWINDO KENCANA 

PT Sumber Sawindo Kencana berada di wilayah administratif Desa belimbing, Kecamatan Batang 
Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan pengamatan langsung tim Eyes on the Forest di lapangan, PT 
Sumber Sawindo Kencana memiliki luas yaitu 860,28 Hektar. Beberapa lokasi titik pengamatan tim 
Eyes on the Forest di areal PT Agra Cahaya Keumala pada November antara lain: S0°39'48,707" 
E102°34'9,695", S0°41'32,579" E102°34' 9,587", S0°41'46,505" E102°34'5,628", dan S0°41'40,380" 
E102°35' 14,435". 

Temuan 1: PT Sumber Sawindo Kencana menanam kelapa sawit APK Kehutanan dan di APK 
Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berdasarakan 
RTRW-P/2018   

Peta 23. Tumpangsusun PT Sumber Sawindo Kencana dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan 
PT Sumber Sawindo Kencana sebagian besar arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan 
berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Sumber Sawindo Kencana dengan RTRW-P/1994, sebagian besar 
areal PT Sumber Sawindo Kencana merupakan APK Perkebunan seluas 512,74 hektar dan sisanya 
merupakan APK Kehutanan seluas 347,54 hektar (lihat peta 23 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan 
tumpang susun areal PT Sumber Sawindo Kencana dengan RTRW-P/2018, PT Sumber Sawindo 
Kencana merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 856,55 hektar dan Hutan Produksi 
Terbatas seluas 3,74 hektar (lihat peta 23 bagian kanan).  
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Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF November 2022 di areal PT Sumber Sawindo 
Kencana, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Sumber Sawindo Kencana di 
APK Perkebunan (lihat titik 1-3 pada peta 23 sebelah kiri) dan di APK Kehutanan (lihat titik 4 pada peta 
23 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan penanaman kelapa 
sawit di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/2018 (lihat titik 1-4 pada peta 23 
sebelah kanan). 

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Sumber Sawindo Kencana Berdasarkan Kawasan Hutan 
di Riau 

Peta 24. Tumpang susun PT Sumber Sawindo Kencana dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan 

keseluruhan areal PT Sumber Sawindo Kencana berada dalam kawasan hutan, seluas 856,55 hektar di HPK dan 

seluas 3,74 hektar di HPT berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Sumber Sawindo Kencana dengan peta Kawasan Hutan 1986, 
seluruh areal PT Sumber Sawindo Kencana merupakan Hutan Produksi seluas 860,29 hektar (lihat peta 
24 bagian kiri atas). Pada areal tersebut tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT 
Sumber Sawindo Kencana di Hutan Produksi tersebut (lihat titik 1-4 pada peta 24 sebelah kiri atas).  

 
Namun berdasarkan tumpangsusun areal dengan peta Kawasan hutan 2011, sebagian besar areal PT 
Sumber Sawindo Kencana merupakan Hutan Produksi Terbatas dengan luas 503,19 hektar dan sisanya 
di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 357,10 hektar (lihat peta 24 bagian kanan atas). 
Berdasarkan temuan tim EoF di lapangan, ditemukan sawit yang ditanam oleh PT Sumber Sawindo 
Kencana berada di HPT (lihat titik 4 pada peta 24 sebelah kanan atas) dan di HPK (lihat titik 1-3 pada 
peta 24 sebelah kanan atas).  

 
Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT Sumber Sawindo dengan peta kawasan hutan 2014 
dan 2016, menunjukkan sebagian besar areal PT Sumber Sawindo Kencana merupakan HPK seluas 
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856,55 hektar dan sisanya merupakan HPT seluas 3,74 hektar (lihat peta 24 bagian bawah). 
Berdasarkan temuan Tim EoF terlihat adanya penanaman kelapa sawit di HPK (lihat titik 1 - 4 pada 
peta 24 bagian bawah). 

 
13. PT Mandau Alam Sejahtera  

PT Mandau Alam Sejahtera merupakan perusahaan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Danau 

Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada bulan Desember 2022, tim 

EoF melakukan investigasi di beberapa titik di areal PT Mandau Alam Sejahtera, antara lain: 

N0°56'42.857" E100°53'41.957", N0°56'48.791" E100°54'11.322", dan N0°57'6.588" E100°55'1.487".  

 

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PT Mandau Alam Sejahtera memiliki luas yaitu 299,51 hektar. Berdasarkan 

pengamatan tim di lapangan, diperkirakan usia tanaman kelapa sawit milik PT Mandau Alam Sejahtera 

sekitar 10 tahun. 

 

Temuan 1: PT Mandau Alam Sejahtera menanam kelapa sawit di APK Kehutanan Berdasarkan 

RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi Tetap berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 25. Tumpangsusun PT Mandau Alam Lestari dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT 

Mandau Lestari keseluruhan arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 

RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPT ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Mandau Alam Sejahtera pada Desember 2022 

dengan RTRW-P/1994, keseluruhan sawit berada di APK Kehutanan seluas 299,51 hektar (lihat titik 1-

3 pada peta 25 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan RTRW-P/2018, sebagian 

besar sawit berada di Hutan Produksi Tetap seluas 295,87 hektar (lihat titik 1-3 pada peta 25 sebelah 

kanan).  
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Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Mandau Alam Sejahtera berdasarkan Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau 

Peta 26. Tumpang susun PT Mandau Alam Lestari dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Mandau Alam Lestari berada dalam kawasan hutan, seluas 295,87 hektar di HP berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Mandau Alam Sejahtera pada Desember 2022 

dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986 dan 2011, keseluruhan sawit berada di Hutan 

Produksi (HP) seluas 299,51 hektar (lihat titik 1-3 pada peta 26 sebelah kiri atas). Sedangkan 

berdasarkan tumpangsusun dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 2014 dan 2016, terlihat 

sebagian besar sawit milik PT Mandau Alam Sejahtera berada di (HP) seluas 295,87 hektar (lihat titik 

1-3 pada peta 26 sebelah kanan atas dan kiri kanan bawah).  

14. PT Wana Jingga Timur 

PT Wana Jingga Timur merupakan afiliasi dari grup Darmex24. Areal PT Wana Jingga Timur berada di 

Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singinggi, Provinsi Riau.   

Berdasarkan data HGU BPN 2019 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan PT Wana Jingga Timur memiliki luas total 4.156,41 hektar dan umur tanaman sawit 

diperkirakan 25-30 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT Wana 

Jingga Timur pada bulan Januari 2023 antara lain; S10°22'50.81" E101°48'55.63", S0°24'29.67" 

E101°51'4.72", S0°27'11.11" E101°52'51.57", dan S0°27'26.02" E101°52'50.69". 

Temuan 1: PT Wana Jingga Timur menanam kelapa sawit di APK Perkebunan Berdasarkan RTRW-

P/1994 serta pada Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-

P/2018. 
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Peta 27. Tumpangsusun PT Wana Jingga Timur dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Wana 

Jingga Timur sebagian besar arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 

RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di Perkebunan Besar ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Wana Jingga Timur dengan RTRW-P/1994, sebagian besar areal 

PT Wana Jingga Timur merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan seluas 4.068,41 

hektar dan sisanya merupakan APK Kehutanan seluas 88,01 hektar (lihat peta 27 bagian kiri). 

Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT Wana Jingga Timur seluas 3.429,6 hektar merupakan 

Perkebunan Besar, seluas 367,69 hektar merupakan HPK, seluas 162, 28 hektar merupakan 

Perkebunan Rakyat dan seluas 158,40 hektar merupakan HP (lihat peta 27 bagian kanan).  

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal PT Wana Jingga Timur, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Wana Jingga Timur di APK Perkebunan (lihat 

titik 1-4 pada peta 27 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan 

penanaman kelapa sawit di HP (lihat titik 1-2 pada peta 27 sebelah kiri) dan HPK (lihat titik 3-4 pada 

peta 27 sebelah kanan) berdasarkan RTRW-P/2018.  

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Wana Jingga Timur berdasarkan Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau  
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Peta 28. Tumpang susun PT Wana Jingga Timur dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Wana Jingga Timur berada dalam kawasan hutan, seluas 367,69 hektar di HPK dan di HP seluas 

158,40 hektar berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Januari 2023 di PT Wana Jingga Timur dengan peta 

Kawasan Hutan 1986, seluruh areal PT Wana Jingga Timur merupakan HPK (4.156,41 hektar) (lihat 

peta 28 bagian kiri atas). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit 

pada HPK (lihat titik 1-4 pada peta 28 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT Wana Jingga Timur dengan peta Kawasan hutan 2011, 

sebagian besar sudah menjadi APL seluas 3.580,62 hektar dan sisanya merupakan Kawasan HPK seluas 

378,26 hektar serta Kawasan HPT seluas 197,53 hektar (lihat peta 28 bagian kanan atas). Tim EoF juga 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HP (lihat titik 1-2 pada peta 28 sebelah kanan atas) 

dan HPK tersebut (lihat titik 3-4 pada peta 28 sebelah kanan atas).  

Sedangkan dengan peta Kawasan Hutan 2014 dan 2016, menunjukkan sebagian besar areal 

perkebunan PT Wana Jingga Timur juga telah berubah menjadi APL seluas 3.630, 3 hektar dan sisanya 

merupakan HPK seluas 367 hektar dan HP seluas 158,40 hektar (lihat peta 28 bagian kiri dan kanan 

bawah). Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HP (lihat titik 1-2 pada peta 28 

sebelah kiri dan kanan bawah) serta di HPK (lihat titik 3-4 pada peta 28 sebelah kiri dan kanan bawah). 

15. PT Blangkolam (PT Adimulia Agro Lestari)  

PT Blangkolam (PT Adimulia Agro Lestari) secara administratif terletak di 5 Desa yang salah satunya 
adalah berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. 
PT Blangkolam merupakan anak perusahaan dari Adimulia Group. 

Berdasarkan data HGU BPN 2016 dan hasil pemantauan EoF di lapangan, EoF mengindikasikan kebun 
sawit milik PT Blangkolam memiliki luas 3.993,71 hektar dan berusia 27-28 tahun atau telah 
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melakukan penanaman sejak tahun 1994/1995. Titik pemantauan tim EoF antara lain: S0°3'25.13" 
E101°23'12.05", S0°5'13.03" E101°21'0.11", S0°5'43.91" E101°21'0.13", S0°6'15.44" E101°20'59.69" 
dan S0°6'43.33" E101°21'8,26.  

Temuan 1: PT Blangkolam menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Transmigrasi dan di Areal Penggunaan Lain berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi 
Tetap serta Perkebunan Besar berdasarkan RTRW-P/ 2018 

Peta 29. Tumpangsusun PT Blangkolam dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Blangkolam 
sebagian besar arealnya berada di APK Transmigrasi berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-
P/2018 sebagian besar arealnya berada di Perkebunan Besar ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik koordinat pemantauan EoF di PT Blangkolam pada Januari 2023 
dengan RTRW-P/1994, sebagian besar sawit berada di APK Transmigrasi seluas 2.380,30 hektar (lihat 
titik 2-5 pada peta 29 sebelah kiri) dan di APL (lihat titik 1 pada peta 29 sebelah kiri). Sedangkan 
berdasarkan tumpangsusun titik koordinat temuan EoF di PT Blangkolam dengan RTRW-P/2018, sawit 
berada di Hutan Produksi Tetap seluas 575,00 hektar (lihat titik 3-5 pada peta 29 sebelah kanan) dan 
di Perkebunan Besar seluas 2.844,66 hektar (lihat titik 1 dan 2 pada peta 29 sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Blangkolam berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  
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Peta 30. Tumpang susun PT Blangkolam dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian areal PT 

Blangkolam berada dalam kawasan hutan, seluas 575,00 hektar di HP dan seluas 5,83 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Januari 2023 di PT Blangkolam dengan peta 
Kawasan Hutan 1986, seluruh areal PT Blangkolam merupakan HPK (3.968,50 hektar) (lihat peta 30 
bagian kiri atas). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK 
(lihat titik 1-5 pada peta 30 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT Blangkolam dengan peta Kawasan hutan 2011, sebagian 
sudah menjadi APL seluas 2.840,40 hektar, seluas 584,78 hektar areal PT Blangkolam merupakan 
Kawasan HP dan Kawasan HPK seluas 555,90 hektar serta sisanya merupakan HPT seluas 12,62 hektar 
(lihat peta 84 bagian kanan atas). Tim EoF juga menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada 
kawasan APL (lihat titik 1 dan 2 pada peta 30 sebelah kanan atas) dan di kawasan HP (lihat titik 3-5 
pada peta 30 sebelah kanan atas).  

Sedangkan tumpangsusun areal PT Blangkolam dengan peta Kawasan Hutan 2014 dan 2016, 
menunjukkan sebagian besar areal perkebunan PT Blangkolam juga telah berubah menjadi APL seluas 
3.412,88 hektar dan sisanya merupakan HP seluas 575,29 hektar (lihat peta 30 sebelah kiri dan kanan 
bawah). Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada APL (lihat titik 1 dan 2 sebelah 
kiri dan kanan bawah pada peta 30) serta di HP (lihat titik 3-5 pada peta 30 sebelah kiri dan kanan 
bawah). 
 

16. CV Makmur Jaya Sentosa (MJS) 

CV Makmur Jaya Sentosa (CV MJS) merupakan perusahaan sawit yang secara administratif berada di 

Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada bulan Desember 

2022, tim melakukan pemantauan di perkebunan kelapa sawit milik CV MJS yang berlokasi di beberapa 
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titik, antara lain: N0°13'5,866" E101°8'51.760", N0°13'11.915" E101°9'45,401", N0°12'26,846" 

E101°9'11,853", N0°12'25,103" E101°9'56,871" dan N0°12'34,872 E101°10'24,696".  

Berdasarkan informasi dari masyarakat dan pekerja di lapangan, CV MJS telah berganti nama menjadi 

PT Air Kampar (PT AK) sejak 3 hingga 5 bulan sebelum tim melakukan pemantauan tersebut. Hal ini 

didukung dengan adanya papan nama dan pos penjagaan PT AK yang ditemukan oleh tim di dalam 

kebun inti.  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada 

Desember 2022 mengindikasikan, CV MJS memiliki luas yaitu 592,49 hektar. Diperkirakan tanaman 

sawit milik CV MJS berumur 16 tahun.  

 

Temuan 1: CV MJS menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) yang 

diprioritaskan dan APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 serta pada Hutan Produksi Terbatas 

berdasarkan RTRW-P/ 2018 

 
Peta 31. Tumpangsusun CV MJS dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan CV MJS keseluruhan 

arealnya berada di APK yang diprioritaskan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 

keseluruhan arealnya berada di HPT ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal CV MJS dengan RTRW-P/1994, keseluruhan areal CV MJS berada di 

Arahan Pengembangan Kawasan (APK) yang diprioritaskan seluas 590,54 hektar dan hanya 1,95 hektar 

yang masuk ke dalam APK Kehutanan (lihat peta 31 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-

P/2018, areal CV MJS seluruhnya berada di Hutan Perkebunan Terbatas seluas 592,49 hektar (lihat 

peta 31 bagian kanan).  

 

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Desember 2022 di areal CV MJS, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh CV MJS di APK yang diprioritaskan (lihat titik 1-4 
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pada peta 31 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan 

penanaman kelapa sawit di APK Kehutanan (lihat titik 5 pada peta 31 sebelah kanan). 

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di CV MJS berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  

Peta 32. Tumpang susun CV MJS dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan areal CV MJS 

berada dalam kawasan hutan, seluas 592,49 hektar di HPT berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun titik koordinat hasil pemantauan tim Eyes on the Forest Desember 2022 

di areal CV MJS dengan peta Kawasan Hutan 1986, sawit milik CV MJS seluruhnya berada di HPT seluas 

592,49 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 32 bagian kiri atas). Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 

tumpangsusun dengan peta Kawasan hutan tahun 2011, 2014 dan 2016 bahwa seluruh sawit CV MJS 

berada di HPT seluas 592,49 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 32 bagian kanan atas dan kiri kanan 

bawah). 

17. PT Sinar Inti Sawit (SIS) 

PT Sinar Inti Sawit (SIS) merupakan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pemesi, Kecamatan 

Bathin Selopan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada bulan Desember 2022, tim EoF melakukan 

investigasi dan mengindikasikan kebun sawit milik PT SIS berusia 5-15 tahun. Titik pemantauan tim 

EoF antara lain: N1°25'58.78" E101°21'10.35", N1°25'3.25" E101°20'26.66", N1°25'3.06" 

E101°20'59.50" dan N1°23'44.58" E101°20'26.62". Berdasarkan data HGU 2016 dan pemantauan EoF 

di lapangan, PT SIS diindikasikan memiliki luas yaitu 973,65 hektar. 

Temuan 1: PT SIS menanam kelapa sawit di Kawasan Lindung berdasarkan RTRW-P/1994 dan di 

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi serta berdasarkan RTRW-P/2018. 
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Peta 33. Tumpangsusun PT SIS dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SIS keseluruhan 

arealnya berada di Kawasan Lindung berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 

arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT SIS pada Desember 2022 dengan peta RTRW-

P/1994, keseluruhan sawit berada di Kawasan Lindung seluas 973,65 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 

33 sebelah kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal EoF di PT SIS dengan peta RTRW-P/2018, areal PT SIS 

berada di Kawasan HPK seluas 747,08 hektar dan di Hutan Produksi Tetap seluas 223,57 hektar. Dalam 

temuan ini, tim EoF hanya menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-4 pada 

peta 33 sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Sinar Inti Sawit Mandiri berdasarkan Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau 
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Peta 34. Tumpang susun PT SIS dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT SIS 

berada dalam kawasan hutan, seluas 747,08 hektar di HPK dan seluas 223,57 hektar di HP berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT SIS dengan peta Kawasan hutan 1986, areal PT SIS sebagian besar 

merupakan HPT seluas 560,46 hektar dan HP seluas 413,19 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF 

menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPT (lihat titik 2-4 pada peta 34 sebelah kiri atas) dan 

di HP (lihat titik 1 pada peta 34 sebelah kiri atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PT SIS dengan peta Kawasan hutan 2011, areal PT SIS 

merupakan Kawasan HPK seluas 750,09 hektar dan HP seluas 223,57 hektar. Dalam temuan ini, tim 

EoF menemukan sawit yang seluruhnya ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-4 pada peta 34 

sebelah kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT SIS dengan peta Kawasan hutan 2014, areal PT SIS 

merupakan Kawasan HPK seluas 749,97 hektar dan HP seluas 223,57 hektar. Dalam temuan ini, tim 

EoF menemukan sawit yang ditanam seluruhnya berada pada Kawasan HPK (lihat titik 1-4 pada peta 

34 sebelah kiri bawah).  

Berdasarkan tumpang susun areal PT SIS dengan peta Kawasan hutan 2016, areal PT SIS berada di 

Kawasan HPK seluas 747,08 hektar dan HP seluas 223,57 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF 

menemukan sawit yang ditanam seluruhnya berada pada HPK (lihat titik 1-4 pada peta 34 sebelah kiri 

bawah).  

18. PT Surya Agro Sukses Sejahtera (PT SASS) 

PT SASS merupakan perusahaan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Kampar 

Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada bulan Desember 2022, tim EoF melakukan investigasi di 
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beberapa titik di areal PT SASS, antara lain: S0°3'19.980" E101°6'7.145", S0°3'26.514" E101°6'15.479", 

S0°4'2.825" E101°6'19.235" dan S0°3'18.378" E101°6'55.289".  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PT SASS memiliki luas yaitu 401,32 hektar. Berdasarkan pengamatan tim di 

lapangan, diperkirakan usia tanaman kelapa sawit milik PT SASS sekitar 10 tahun. 

 

Temuan 1: PT SASS menanam kelapa sawit di Kawasan Lindung berdasarkan RTRW-P/1994 dan di 

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 35. Tumpangsusun PT SASS dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SASS keseluruhan 

arealnya berada di Kawasan Lindung berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 

arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT SASS pada Desember 2022 dengan RTRW-

P/1994, keseluruhan sawit berada di Kawasan Lindung seluas 401,32 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 

35 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan RTRW-P/2018, sebagian besar sawit 

berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 385,17 hektar (lihat titik 1-3 pada peta 35 

sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT SASS berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau 
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Peta 36. Tumpang susun PT SASS dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT 

SASS  berada dalam kawasan hutan, seluas 385,17 hektar di HPK dan seluas 16,15 hektar di HP berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT SASS pada Desember 2022 dengan peta 

Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi dapat 

Dikonversi (HPK) seluas 401,32 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 36 sebelah kiri atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PT SASS dengan peta Kawasan hutan 2011, areal PT SASS 

berada di Kawasan HPK 390,20 hektar dan di HP seluas 11,12 hektar. Namun temuan EoF hanya 

menunjukkan tanaman sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-4 pada peta 36 sebelah kiri 

atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT SASS dengan peta Kawasan hutan 2014 dan 2016, 

areal PT SASS berada di Kawasan HP yang luasnya sedikit bertambah daripada tahun 2011 menjadi 

16,15 hektar dan HPK yang berkurang menjadi seluas 385,17 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF hanya 

menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-4 pada peta 36 sebelah kanan dan 

kiri bawah).  

19. PT Sugih Indah Sejati (SIS) 

Areal PT Sugih Indah Sejati (SIS) berada di Desa Muara Dilam, Desa Sei Kuti dan Desa Koto Lama, 

Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PT SIS memiliki luas total 598,3 hektar. PT SIS diduga mulai melakukan 

pengembangan kebun kelapa sawit sekitar tahun 2011 atau dapat dikatakan bahwa saat ini kebun 

kelapa sawit di areal PT SIS berusia sekitar 12 tahun.  
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Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT SIS pada bulan Januari 2023 antara 

lain; N0°59'39.04" E100°42'13.51", N0°58'35.99" E100°41'55.82", N0°57'46.53" E100°41'19.70", dan 

N0°57'48.96" E100°41'49.07". 

Temuan 1: PT SIS menanam kelapa sawit di APL Berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-

P/2018. 

Peta 37. Tumpangsusun PT SIS dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SIS keseluruhan 

arealnya berada di APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 keseluruhan arealnya berada 

di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT SIS dengan RTRW-P/1994, sebagian areal PT SIS merupakan 

Kawasan Lindung seluas 125,22 hektar dan sisanya merupakan APL seluas 473,08 hektar (lihat peta 37 

bagian kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT SIS seluruhnya merupakan HPK seluas 

598,3 hektar (lihat peta 37 bagian kanan).  

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal PT SIS, tim EoF hanya 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit di APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan di HPK 

berdasarkan RTRW-P/22018 (lihat titik 1-5 pada peta 37 sebelah kiri dan kanan).  

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT SIS berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau 
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Peta 38. Tumpang susun PT SIS dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT SIS 

berada dalam kawasan hutan, seluas 598,30 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT SIS pada Januari 2023 dengan peta Kawasan 

Hutan Provinsi Riau tahun 1986 2011, 2014 dan 2016, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi 

yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 598,3 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 38).  

20. PT Peputra Maha Raya (PMR) 

 

Areal PT Peputra Maha Raya (PMR) secara administratif berada di Desa Pelintung, Kecamatan Medang 

Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau.  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada bulan 

Desember 2022 mengindikasikan, PT PMR memiliki luas total 549,26 hektar dan umur tanaman sawit 

diperkirakan 12-17 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT PMR 

pada bulan Desember 2022 antara lain; N0°24'18,311" E101°29'54,749", N0°23'21,245" 

E101°30'22,320" dan N0°23'16,856" E101°31'33,443". 

Temuan 1: PT PMR menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan 

dan Kawasan Lindung berdasarkan RTRW-P/1994 serta pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 

dan Perkebunan Besar berdasarkan RTRW-P/ 2018 
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Peta 39. Tumpangsusun PT PMR dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT PMR sebagian besar 

arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 

arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di areal kebun PT PMR dengan RTRW-P/1994, 

sebagian besar sawit berada di APK Perkebunan seluas 477,94 hektar (lihat titik 1 dan 3 pada peta 39 

sebelah kiri) dan sebagian lagi berada di Kawasan Lindung seluas 71,3 hektar (lihat titik 2 pada peta 

39 sebelah kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di kebun PT PMR dengan RTRW-P/2018, 

kebun sawit milik PT PMR berada di HPK seluas 541,72 hektar (lihat titik 1 dan 3 pada peta 39 sebelah 

kanan). Selain itu kebun sawit juga berada di Perkebunan Besar seluas 6,61 hektar (lihat titik 2 pada 

peta 39 sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT PMR berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  



58 | EoF (April 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal (bag. II) 
 
 

Peta 40. Tumpang susun PT PMR dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan areal PT PMR 

berada dalam kawasan hutan, seluas 538,20 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT PMR pada Desember 2022 dengan peta 

Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986 dan 2011, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi yang 

dapat Dikonversi (HPK) seluas 225,6 hektar (lihat titik 1-3 pada peta 40 sebelah kiri dan kanan bagian 

atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Desember 2022 di PT PMR dengan peta 

Kawasan Hutan 2014, sebagian besar areal PT PMR merupakan HPK seluas 538,2 hektar dan sisanya 

merupakan APL seluas 6,38 hektar (lihat peta 40 bagian kiri bawah). Tim EoF menemukan adanya 

penanaman kelapa sawit pada HPK tersebut (lihat titik 1-3 pada peta 40 sebelah kiri bagian bawah).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Desember 2022 di PT PMR dengan 

peta Kawasan Hutan 2016, sebagian besar areal PT PMR merupakan HPK seluas 541,7 hektar dan 

sisanya merupakan APL seluas 7,53 hektar (lihat peta 40 sebelah kanan bagian bawah). Tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK tersebut (lihat titik 1-3 pada peta 40 sebelah 

kanan bagian bawah).  

21. PT BUDI MURNI PANCAJAYA 

PT Budi Murni Pancajaya merupakan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kepenuhan Barat 
Sungai Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan dan Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, 
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.  

Pada bulan Januari 2023, tim EoF melakukan investigasi dan mengindikasikan kebun sawit milik PT 
Budi Murni Pancajaya berumur sekitar 15 tahun atau telah melakukan penanaman sejak tahun 2015. 
Titik pemantauan tim EoF antara lain: N1°2'47.24" E100°37'50.21", N1°2'4.40" E100°37'39.98", 
N1°2'48.50" E100°37'9.88", N1°2'7.32" E100°36'59.51", N1°0'41.69" E100°42'40.30", N1°0'3.63" 
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E100°42'40.19", dan N0°59'4.35" E100°42'40.71". Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil 
pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest mengindikasikan, PT Budi Murni Pancajaya memiliki 
luas yaitu 712,35 hektar.  
 

Temuan 1: PT Budi Murni Pancajaya menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan 
(APK) Transmigrasi berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 
(HPK) serta di Perkebunan Besar berdasarkan RTRW-P/ 2018 

 
Peta 41. Tumpangsusun PT Budi Murni Pancajaya dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT 
Budi Murni Pancajaya sebagian besar arealnya berada di APK Transmigrasi berdasarkan RTRW-P/1994 dan 
berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT Budi Murni Pancajaya dengan RTRW-P/1994, sebagian areal PT 
Budi Murni Pancajaya merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Transmigrasi seluas 312,94 
dan sebagiannya lagi merupakan APL seluas 367,27 hektar (lihat peta 41 sebelah kiri). 
 

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun areal PT Budi Murni Pancajaya dengan RTRW-P/2018, 
sebagian besar areal PT Budi Murni Pancajaya merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 
seluas 500,97 hektar dan sisanya berada di Perkebunan Besar seluas 211,37 hektar (lihat peta 41 
sebelah kanan). 
 

Berdasarkan temuan EoF di titik koordinat di atas, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa 
sawit oleh PT Budi Murni Pancajaya di APK Transmigrasi (lihat titik 1-4 pada peta 66 sebelah kiri) 
dan APL (lihat titik 5-7 pada peta 41 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Tim EoF juga 
menemukan penanaman kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1-6 pada 
peta 41 sebelah kanan) dan di Perkebunan Besar (lihat titik 7 pada peta 41 sebelah kanan) berdasarkan 
RTRW-P/2018. 
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Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Budi Murni Pancajaya Berdasarkan Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau 

 
Peta 42. Tumpang susun PT Budi Murni Pancajaya dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Budi Murni Pancajaya berada dalam kawasan hutan, seluas 500,97 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun titik koordinat pemantauan di PT Budi Murni Pancajaya dengan peta 
Kawasan Hutan 1986, seluruh sawit PT Budi Murni Pancajaya terdapat di HPK seluas 712,35 hektar 
(lihat titik 1-7 pada peta 42 bagian kiri atas). 

Namun berdasarkan tumpang susun areal hasil pemantauan tim Eyes on the Forest November 2022 
dengan peta Kawasan hutan 2011, 2014 dan 2016 sebagian besar areal PT Budi Murni Pancajaya 
merupakan HPK seluas 500,97 hektar (lihat peta 42 bagian kanan atas dan peta bagian bawah). Tim 
EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada areal HPK (lihat titik 1-7 pada peta 42 bagian 
kanan atas dan peta bagian bawah). 

22. PT Agro Mitra Rokan (AMR) 

PT Agro Mitra Rokan berada diwilayah administratif Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, 

Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil pemantauan tim EoF menemukan bahwa PT AMR memiliki 

dua kebun dengan lokasi yang berbeda, Di lokasi kebun pertama tim menemukan kebun kelapa sawit 

dengan umur tanaman 8-10 tahun dan di lokasi kedua tim menemukan kebun kelapa sawit yang 

berumur 4-5 tahun. 

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PT AMR memiliki luas total 290,37 hektar. Beberapa lokasi titik pengamatan tim 

Eyes on the Forest di areal PT Agro Mitra Rokan pada bulan November 2023 antara lain: N1°5'15,414" 

E100°37'56,836", N1°4'43,034" E100°37'57,213", N1°4'42,918" E100°37'47,634", N1°3'38,803" 



61 | EoF (April 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal (bag. II) 
 
 

E100°37'24,771", N1°3'18,570" E100°37'24,390", N1°3'0,000" E100°37'42,270", N1°3'12,751" E100° 

38' 14,631". 

Temuan 1: PT Agro Mitra Rokan menanam kelapa sawit di Kawasan Lindung, Arahan Pengembangan 

Kawasan (APK) Perkebunan dan di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Transmigrasi 

berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi Konversi berdasarkan RTRW-P/ 2018 

Peta 43. Tumpangsusun PT AMR dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT AMR sebagian besar 

arealnya berada di APK Transmigrasi berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 keseluruhan 

arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di areal kebun PT AMR dengan RTRW-P/1994, 

perkebunan kelapa sawit berada di APK Perkebunan seluas 131,70 hektar (lihat titik 2 dan 3 pada peta 

43 sebelah kiri) dan juga berada di APK Transmigrasi seluas 144,28 hektar (lihat titik 4-7 pada peta 43 

sebelah kiri) dan sisanya berada di Kawasan Lindung seluas 14,4 hektar (lihat titik 1 pada peta 43 

sebelah kiri). 

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di kebun PT AMR dengan RTRW-P/2018, 

kebun sawit milik PT AMR berada di HPK seluas 290,37 hektar (lihat titik 1- 7 pada peta 43 sebelah 

kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Agro Mitra Rokan berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi 

Riau  
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Peta 44. Tumpang susun PT AMR dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT 

AMR berada dalam kawasan hutan, seluas 290,37 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 

2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT AMR pada November 2022 dengan peta 

Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986, 2011, 2014 dan 2016, keseluruhan sawit berada di Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 290,37 hektar (lihat titik 1-7 pada peta 44 sebelah kiri, 

kanan, atas dan bawah).  

23. PT Citra Sardela Abadi 

PT Citra Sardela Abadi secara administratif berada di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darusalam, 
Kabupaten Kuantan Rokan Hulu, Provinsi Riau. 
 

Pada bulan Januari 2023, tim EoF melakukan investigasi dan mengindikasikan kebun sawit milik PT 
Citra Sardela Abadi berusia 10 tahun dan Tim EoF juga menemukan adanya Indikasi bahwa sebagian 
HGU PT Citra Sardela Abadi di kuasai oleh masyarakat setempat. Titik pemantauan tim EoF antara lain: 
N0°59'14,85" E100°37'0,14", N0°59'29,32" E100°37'43,08", N1°0'31.08" E100°38'24,32", dan 
N0°58'28,57" E100°38'29,74". Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung 
oleh tim Eyes on the Forest mengindikasikan, PT Citra Sardela Abadi memiliki luas yaitu 1.171,62 
hektar.  
 

Temuan 1: PT Citra Sardela Abadi menanam kelapa sawit di APK Transmigrasi berdasarkan RTRW-
P/1994 serta pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) serta Perkebunan Besar 
berdasarkan RTRW-P/2018. 
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Peta 45. Tumpangsusun PT Citra Sardela Abadi dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Citra 
Sardela Abadi sebagian besar arealnya berada di APK Transmigrasi berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 
RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Citra Sardela Abadi dengan RTRW-P/1994, sebagian besar areal 
PT Citra Sardela Abadi merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Transmigrasi seluas 955,37 
hektar dan sisanya merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan (lihat peta 45 
bagian kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT Citra Sardela Abadi seluas 1.158,95 hektar 
merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, seluas 8,51 hektar merupakan Perkebunan Besar 
dan sisanya seluas 4,17 hektar merupakan Perkebunan Rakyat (lihat peta 45 bagian kanan).  

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal PT Citra Sardela Abadi, tim EoF 
menemukan adanya penanaman kelapa sawit di APK Transmigrasi (lihat titik 1-4 pada peta 45 sebelah 
kiri) berdasarkan RTRW-P/1994 sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018 tim EoF menemukan adanya 
penanaman kelapa sawit di HPK (lihat titik 1, 3 dan 4 pada peta 45 bagian kanan) dan di perkebunan 
besar (lihat titik 2 pada peta 45 bagian kanan).  

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Citra Sardela Abadi berdasarkan Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau 
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Peta 46. Tumpang susun PT Citra Sardela Abadi dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Citra Sardela Abadi berada dalam kawasan hutan, seluas 1.158,95 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Citra Sardela Abadi pada Januari 2023 dengan 
peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986, 2011 dan 2014, keseluruhan sawit berada di Hutan 
Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 1.171,62 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 46 bagian kiri 
kanan atas dan bagian kiri bawah).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF dengan peta Kawasan Hutan Provinsi 
Riau tahun 2016, sawit milik PT Citra Sardela Abadi berada di Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) 
seluas 1.158,95 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 46 bagian kanan bawah) dan sisanya berada di APL 
seluas 12,67 hektar (lihat peta 46 bagian kanan bawah).  

24. PT Gatipura Mulya  

PT Gatipura Mulya (GM) merupakan perkebunan kelapa sawit BUMN25 yang terletak di di Desa Sungai 

Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  

Pada bulan Januari 2023, tim EoF melakukan investigasi dan memperoleh informasi dari masyarakat 

yang juga pekerja di lapangan bahwa tanaman kelapa sawit milik PT GM ada sedang dilakukan 

replanting berusia 2 tahun dan sebagian tanaman diperkirakan berumur 27 tahun.  

 

Titik pemantauan tim EoF antara lain: S0°19'17.68" E101°34'24.82", S0°18'52.52" E101°35'49.16", 

S0°20'21.06" E101°36'37.39" dan S0°20'1.31" E101°35'19.55". Berdasarkan data HGU BPN 2019 dan 

hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest mengindikasikan, PT GM memiliki luas yaitu 

2.059,60 hektar.  
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Temuan 1: PT Gatipura Mulya menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Transmigrasi dan APL dan berdasarkan RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 
berdasarkan RTRW-P/2018  

Peta 47. Tumpangsusun PT Gatipura Mulya dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Gatipura 
Mulya sebagian besar arealnya berada APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian 
besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun areal PT GM dengan RTRW-P/1994, areal PT GM merupakan APK 
Transmigrasi seluas 631,09 hektar kemudian merupakan APL seluas 1.428,51 hektar (lihat peta 47 
sebelah kiri). Tim EoF menemukan adanya penanaman sawit oleh PT GM di APK transmigrasi tersebut 
(lihat titik 1 pada peta 47 sebelah kiri) dan juga di APL (lihat titik 3 pada 47 sebelah kiri). Namun, timm 
juga menemukan bahwa PT GM juga menanam sawit di luar HGU dan berada di APL (lihat titik 2 pada 
peta 47 sebelah kiri). 

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun areal kebun PT GM dengan RTRW-P/2018, kebun sawit milik 
PT GM merupakan HPK seluas 1,159 hektar dan seluas 862 hektar merupakan HPT (lihat peta 47 
sebelah kanan). Tim EoF menemukan adanya sawit milik PT GM yang berada di HPK (lihat titik 1, 3 dan 
4 pada peta 47 sebelah kanan). Selain itu, tim EoF juga menemukan adanya sawit yang ditanam di luar 
HGU dan berada di HPK (lihat titik 2 pada peta 47 bagian kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Gatipura Mulya berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi 
Riau  
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Peta 48. Tumpang susun PT Gatipura Mulya dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar 

areal PT Gatipura Mulya berada dalam kawasan hutan, seluas 1.159,00 hektar di HPK, seluas 862,05 hektar di 

HPT dan seluas 1,37hektar di HP berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Januari 2023 di PT GM dengan peta Kawasan 
Hutan 1986, sebagian besar PT GM merupakan HPK seluas 2.059,6 hektar (lihat peta 48 bagian kiri 
atas). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 
1, 3 dan 4 pada peta 48 sebelah kiri atas) dan sawit di luar HGU yang juga berada di HPK (lihat titik 2 
pada peta 48 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT GM dengan peta Kawasan hutan 2011, sebagian besar 
luas HPK berkurang dari peta Kawasan 1986 menjadi 1.165,32 hektar dan sisanya merupakan HPT 
seluas 863,42 hektar (lihat peta 48 bagian kanan atas). Tim EoF juga menemukan adanya penanaman 
kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1, 3 dan 4 pada peta 48 sebelah kanan atas). Selain itu tim juga 
menemukan sawit yang ditanam berada di luar HGU di HPK (lihat titik 2 pada peta 48 sebelah kanan 
atas). 

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT GM dengan peta Kawasan hutan 2014 dan 2016, 
sebagian besar areal juga merupakan HPK seluas 1.165,32 hektar serta 1.159 hektar (lihat peta 48 
sebelah kiri dan kanan bagian bawah). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya penanaman 
kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1, 3 dan 4 pada peta 48 sebelah kiri dan kanan bagian bawah) dan 
sawit di luar HGU yang juga berada di HPK (lihat titik 2 pada peta 48 sebelah kiri dan kanan bagian 
bawah).  

25. Padasa Enam Utama (Kampar) 

 
PT Padasa Enam Utama merupakan perusahaan afiliasi dari PT Panca Daya Perkasa dan PTPN IV26, 
berada di wilayah administratif Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Rokan 
Hulu, Provinsi Riau.  
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Berdasarkan hasil data HGU BPN 2019 dan hasil survey yang dilakukan oleh tim EoF di PT Padasa Enam 
Utama, diketahui PT Padasa Enam Utama mengembangkan dan mengelola kebun kelapa sawit seluas  
8,466.56 hektar dan umur tanaman sawit sudah berusia 11 sampai 30 tahun.  
 
Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT Padasa Enam Utama pada bulan 
November antara lain: N0028'6,258" E100034'30,299", N0025'59,975 E100035'2,742", N0025'54,185" 
E100035'2,742", N0025'54,185" E100037'11,712", N0024'52,229" E100037'44,591", 
N0022'10,218"    E100037'34,049". 
 

Temuan 1: PT Padasa Enam Utama Kampar menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan 
Kawasan (APK) Perkebunan Berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi (HPK) dan pada Perkebunan Besar berdasarkan RTRW-P/2018 
 

 
Peta 49. Tumpangsusun PT Padasa Enam Utama Kampar dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan 
PT Padasa Enam Utama Kampar sebagian besar arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 
dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT Padasa Enam Utama Kampar dengan RTRW-P/1994, keseluruhan 
areal PT Padasa Enam Utama Kampar merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan 
seluas 8.095,04 hektar dan selua s371,51 hektar merupakan APK yang diprioritaskan (lihat peta 49 
bagian kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT Padasa Enam Utama Kampar sebagian 
besar merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 5.263,53 hektar, seluas 3.139,96 
hektar merupakan Perkebunan Besar, seluas 38,725 hektar merupakan Hutan Produksi Tetap dan 
sisanya merupakan Perkebunan Rakyat seluas 22.35 hektar (lihat peta 49 bagian kanan).  

 
Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF November 2022 di areal PT Padasa Enam Utama 
Kampar, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Padasa Enam Utama Kampar 
di APK Perkebunan (lihat titik 1-6 pada peta 49 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim 
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EoF juga menemukan penanaman kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1-
5 pada peta 49 sebelah kanan) dan di Perkebunan Besar (lihat titik 6 pada peta 49 bagian kanan). 

 
Temuan 2. Penanaman kelapa sawit oleh PT Padasa Enam Utama berdasarkan kawasan hutan di 
provinsi Riau. 

 

 
Peta 50. Tumpang susun PT Padasa Enam Utama Kampar dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan 

sebagian besar areal PT Padasa Enam Utama Kampar berada dalam kawasan hutan, seluas 5.263,53 di HPK dan 

seluas 38,73 hektar di HP berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) dengan peta Kawasan hutan 
1986, areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) sebagian besar merupakan HPK seluas 8.408,36 hektar 
dan sisanya merupakan perarian seluas 58,20 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit 
yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-6 pada peta 50 sebelah kiri atas). 

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) dengan peta Kawasan 
hutan 2011, areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) merupakan HPK seluas 5.349,22 hektar, seluas 
3.059,14 hektar merupakan APL, dan sisanya merupakan air seluas 58,20 hektar. Dalam temuan ini, 
tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-6 pada peta 50 sebelah kanan 
atas)  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) dengan peta Kawasan 
hutan 2014, areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) merupakan Kawasan HPK seluas 5.265,04 hektar, 
merupakan APL seluas 3.104,46 hektar, merupakan air seluas 58,33 hektar dan HP seluas 38,725 
hektar. Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-6 
lihat peta 50 sebelah kiri bawah)  
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Berdasarkan tumpang susun areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) dengan peta Kawasan hutan 
2016, areal PT Padasa Enam Utama (Kampar) merupakan Kawasan HPK seluas 5.263,53 hektar, APL 
seluas 3.162,80 hektar, HP seluas 38,725 hektar dan Air seluas 1,50 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF 
menemukan sawit yang ditanam pada HPK (lihat titik 1-6 pada peta 50 sebelah kiri bawah).  

26. PT Masubah Citra Mandiri (MCM)  

PT Masubah Citra Mandiri (MCM) merupakan perusahaan kelapa sawit yang secara administratif 
berlokasi dan mencakup beberapa kelurahan dan desa, antara lain Kelurahan Rokan dan Rokan Koto 
Ruang kecamatan Rokan IV koto, dan Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV koto Kabupaten Rokan 
Hulu, Riau. PT MCM merupakan salah satu anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro27 

Berdasarkan hasil citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada 
bulan November 2022 mengindikasikan, PT MCM memiliki luas total 2.821,96 hektar dan umur 
tanaman sawit diperkirakan 15 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal 
PT MCM pada bulan November 2022 antara lain; N0°29'37,24" E100°33,05", N0°29'5,17" 
E100°25'39,32", N0°28'26,01" E100°25'29,87" N0°27'52,24" E100°25'40,50", dan N0°27'34,04" 
E100°25'58,53". 

Temuan 1: PT MCM menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan 
berdasarkan RTRW-P/1994 serta di Perkebunan Besar dan Hutan Produksi Terbatas RTRW-P/ 2018 

 
Peta 51. Tumpangsusun PT MCM dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT MCM keseluruhan 
arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 
arealnya berada di Perkebunan Besar ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di areal kebun PT MCM dengan RTRW-P/1994, 
seluruh sawit berada di APK Perkebunan seluas 2.281,96 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 51 sebelah 
kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun areal PT MCM dengan RTRW-P/2018, kebun sawit milik 
PT MCM sebagian besar areal merupakan Perkebunan Besar seluas 2.079,31 hektar, Perkebunan 
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Rakyat seluas 474,74 hektar dan sisanya HPT seluas 213,16 hektar (lihat peta 51 sebelah kanan). 
Berdasarkan temuan EoF, tim menemukan adanya sawit yang ditanam di HPT (lihat titik 1-5 pada peta 
51 sebelah kanan). 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Masubah Citra Mandiri berdasarkan Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau  

Peta 52. Tumpang susun PT MCM dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian areal PT MCM 

berada dalam kawasan hutan, seluas 213,16 hektar di HPT dan seluas 54,76 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT MCM dengan peta Kawasan Hutan 1986, seluas 1.087 hektar 
areal PT MCM merupakan HPT (lihat peta 52 bagian kiri atas) dan sisanya merupakan HPT seluas 
1.734,76 (lihat titik 1-5 pada peta 52 sebelah kiri atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun titik koordinat temuan EoF dengan peta kawasan hutan 2011, 
sawit milik PT MCM sebagian berada di HPT seluas 210,49 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 52 sebelah 
kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat temuan EoF dengan peta kawasan 2014 dan 
2016 sawit milik PT MCM berada di HPT seluas 213,16 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 52 sebelah 
kanan dan kiri bawah).  

27. PT Alam Sari Lestari  

PT Alam Sari Lestari berada di wilayah administratif Kelurahan Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, 

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tim juga mendapatkan informasi lain, yakni pada tahun 2019 

pihak PT Alam Sari Lestari telah menjual kebun mereka ke pihak PT Mentari.28 

Berdasarkan data HGU BPN 2016 & 2019 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PT Alam Sari Lestari memiliki luas yaitu 108,69 Hektar dan umur tanaman sawit 
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sekitar 8 sampai 15 tahun. Kemudian PT Alam Sari Lestari diindikasikan juga mengembangkan sawit di 

luar HGU nya seluas 4.199,37 hektar. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal 

PT Alam Sari Lestari pada November 2022 antara lain: S0°28'34,90" E102°30'51,08", S0°29'43,64" 

E102°32'36,21", S0°30'14,97" E102°32'36,11", S0°27'18,21" E102°35'36,99", S0°27'9,30" 

E102°36'13,56" dan S0°27'36,27" E102°36'27,56". 

Temuan 1: PT Alam Sari Lestari menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 

Perkebunan dan Areal Penggunaan Lain Berdasarkan RTRW-P/1994 pada Perkebunan Besar dan 

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan RTRW-P/2018 

Peta 53. Tumpangsusun PT Alam Sari Lestari dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Alam 
Sari Lestari sebagian arealnya berada di APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian 
besar arealnya berada di Perkebunan Besar ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun areal PT Alam Sari Lestari dengan RTRW-P/1994, areal PT Alam Sari Lestari 
merupakan APL seluas 4.112,19 hektar kemudian merupakan APK Perkebunan seluas 2.743,60 hektar 
(lihat peta 53 sebelah kiri). Tim EoF menemukan adanya penanaman sawit oleh PT Alam Sari Lestari 
di APL tersebut tersebut (lihat titik 1 pada peta 53 sebelah kiri) dan juga di APK Perkebunan (lihat titik 
3 pada 53 sebelah kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun areal kebun PT Alam Sari Lestari dengan RTRW-P/2018, kebun 
sawit milik PT Alam Sari Lestari merupakan Perkebunan Besar seluas 5.2889,3 hektar, seluas 1.527,09 
merupakan HPK, seluas 31,21 merupakan Perkebunan Rakyat dan seluas 8,18 hektar merupakan 
Kawasan Lindung Bergambut (lihat peta 53 sebelah kanan). Tim EoF menemukan adanya sawit milik 
PT Alam Sari Lestari yang berada di HPK (lihat titik 1-3 pada peta 53 sebelah kanan).  
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Peta 54. Tumpang susun PT Alam Sari Lestari dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian areal 
PT Alam Sari Lestari berada dalam kawasan hutan, seluas 1.527,09  hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  
©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Januari 2023 di PT Alam Sari Lestari dengan peta 
Kawasan Hutan 1986, sebagian besar PT Alam Sari Lestari merupakan HPK seluas 6.807,14 hektar (lihat 
peta 54 bagian kiri atas). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit 
pada HPK (lihat titik 1-3 pada peta 54 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT Alam Sari Lestari dengan peta Kawasan hutan 2011, 
sebagian besar luas HPK berkurang dari peta Kawasan 1986 menjadi 1.502,77 hektar dan sisanya 
menjadi APL seluas 5.304,49 hektar (lihat peta 54 bagian kanan atas). Tim EoF juga menemukan 
adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-3 pada peta 54 sebelah kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PT Alam Sari Lestari dengan peta Kawasan hutan 2014, 
sebagian besar areal masih merupakan APL seluas 5.305,60 hektar dan HPK seluas 1.501,55 hektar 
(lihat peta 54 sebelah kiri bagian bawah). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya 
penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-3 pada peta 54 sebelah kiri bagian bawah).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PT Alam Sari Lestari dengan peta Kawasan hutan 2016, 
sebagian besar areal masih merupakan APL seluas 5.328,60 hektar dan HPK seluas 1.527,09 hektar  
(lihat peta 54 sebelah kanan bagian bawah). Pada areal tersebut, tim EoF menemukan adanya 
penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-3 pada peta 54 sebelah kanan bagian bawah).  

28. PT Sinar Widita Pamarta (Swp) Ii  

PT Sinar Widita Pamarta II (SWP II) secara administratif terletak di Kecamatan Lubuk Sei Lala, 
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 

Berdasarkan data HGU BPN 2016 dan pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 
mengindikasikan PT SWP II memiliki luas areal 1.518,3 hektar dan umur tanaman diperkirakan 15 
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sampai 20 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim EoF di areal PT SWP II pada bulan November 
antara lain: S0°23'35,484" E102°17'52,793", S0°23'35,411" E102°17'23,153", S0°24'7,049" E102°16' 
5,970", S0°24'58,716" E 102°17'53,345" dan S0°26'16,001" E102°15'50,292". 

Temuan 1: PT SWP II menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan 
Berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi Konversi berdasarkan RTRW-P/2018. 

 
Peta 55. Tumpangsusun PT SWP II dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SWP II keseluruhan 
arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 keseluruhan 
arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun titik koordinat hasil pemantauan EoF November 2022 di areal PT SWP II  
dengan RTRW-P/1994, keseluruhan sawit PT SWP II berada di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Perkebunan seluas 1.518,53 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 55 sebelah kiri) sedangkan berdasarkan 
RTRW-P/2018, seluruh sawit PT SWP II berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 
1.518,53 hektar (lihat titik 1-5 peta 55 sebelah kanan). 

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT SWP II Berdasarkan Kawasan Hutan di Riau. 
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Peta 56. Tumpang susun PT SWP II dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan areal PT 

SWP II berada dalam kawasan hutan, seluas 1.518,53 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016 ©Eyes on the 

Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT SWP II dengan peta Kawasan Hutan 1986, 2011, 2014 dan 2016 
Seluruh areal PT SWP II merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 1.518,53 
hektar (lihat peta 56).  

Berdasarkan hasil pemantauan tim EoF pada titik koordinat di atas, tim EoF menemukan adanya 

penanaman kelapa sawit oleh PT SWP II di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1 sampai 
5 pada peta 56). 

29. PT Guna Dodos  

PT Guna Dodos (PT GD) merupakan perusahaan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sei Kijang, 

Kecamatan Bandar Sikijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pada bulan Januari 2023, tim EoF 

melakukan investigasi di beberapa titik di areal PT GD, antara lain: N0°25'33.55" E101°37'31.39", 

N0°25'8.40" E101°37'18.03", N0°24'34.43" E101°36'19.25", dan N0°23'52.59" E101°36'39.14". Hasil 

interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 

mengindikasikan, PT GD memiliki luas yaitu 1.246,78 hektar.  

 

Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, diketahui bahwa tanaman kelapa sawit milik PT GD 

sebagian sudah ditanam kembali (replanting) dengan tanaman baru berumur 2-3 tahun. Sebagian 

lainnya berusia 5-30 tahun.  

Temuan 1: PT Guna Dodos menanam kelapa sawit di APK Perkebunan Berdasarkan RTRW-P/1994 

dan di Hutan Produksi dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/2018. 
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Peta 57. Tumpangsusun PT Guna Dodos dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Guna Dodos 

keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 

sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Guna Dodos dengan RTRW-P/1994, seluruh areal PT Guna Dodos 

merupakan APK Perkebunan seluas 1.246,78 hektar (lihat peta 57 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan 

RTRW-P/2018, sebagian besar areal PT Guna Dodos merupakan HPK seluas 823,05 hektar dan 

Perkebunan Rakyat seluas 422,26 hektar (lihat peta 57 bagian kanan).  

 

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal Guna Dodos, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit di HPK (lihat titik 1-4 pada peta 57 sebelah kiri) dan 

pada HPK berdasarkan RTRW-P/2018 (lihat titik 1-4 pada peta 57 sebelah kanan). 

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Guna Dodos berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  
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Peta 58. Tumpang susun PT Guna Dodos dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar 

areal PT Guna Dodos berada dalam kawasan hutan, seluas 823,05 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes 

on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun areal PT Guna Dodos dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 

1986 dan 2011, areal PT Guna Dodos merupakan Kawasan HPK dengan luas 1.246,78 hektar dan 

berkurang di tahun 2011 menjadi 1.245,73 hektar (lihat peta 58 sebelah kiri dan kanan atas).  

Namun jika dioverlay dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 2014 dan 2016, sebagian areal 

PT Guna Dodos telah berubah menjadi APL dan sisanya merupakan HPK seluas 857 hektar pada 2014 

dan seluas 823,05 hektar pada 2016 (lihat peta 58 sebelah kiri dan kanan bawah). Hasil overlay di atas 

juga menunjukkan bahwa sawit yang ditemukan tim EoF di lapangan seluruhnya ditanam di Kawasan 

HPK (lihat titik 1-4 pada peta 58).  

30. PT Simas Sawit Aliantan (SSA)  

PT Simas Sawit Aliantan (SSA) secara administratif terletak di Desa Batu Langkah Besar, Kecamatan 
Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. 

Hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest dan hasil interpretasi Citra Sentinel 2021 
mengindikasikan, PT SSA memiliki luas areal 911,32 hektar dan umur tanaman diperkirakan 18 sampai 
22 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim EoF diareal PT SSA pada bulan November antara lain: 
N0°25'20,857" E100°51' 43,715", N0°25'1,158"E100°51'33,114", N0°25'6,318"  E100°52'31,570", 
N0°24'26,616" E100°50' 34,890", N0°24'10,906"  E100°51'6,804",  N0°23'40,973"  E100°51'0,784", 
N0°23'44,310"  E100°51'49,662" .  

Temuan 1: PT SSA menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan 
Berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan 
RTRW-P/2018. 
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Peta 59. Tumpangsusun PT SSA dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SSA keseluruhan 
arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 keseluruhan 
arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan Tumpang susun titik koordinat hasil pemantauan EoF November 2022 di areal PT SSA 
dengan RTRW-P/1994, Keseluruhan areal PT SSA berada di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Perkebunan seluas 911,32 hektar.  Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT SSA 
di di APK Perkebunan (lihat titik 1-7 pada peta 59 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun 
titik pemantauan EoF di PT Simas Sawit Aliantan dengan peta RTRW-P/2018, keseluruhan sawit PT SSA 
berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 911,32 hektar (lihat titik 1-7 pada peta 59 
sebelah kanan). 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT SSA Berdasarkan Kawasan Hutan di Riau. 
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Peta 60. Tumpang susun PT SSA dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT 

SSA berada dalam kawasan hutan, seluas 907.02 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 

2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal hasil pemantauan tim Eyes on the Forest November 2022 di areal 
PT SSA dengan peta Kawasan Hutan 1986, sebagian besar PT SSA merupakan Hutan Produksi yang 
dapat Dikonversi (HPK) seluas 895,76 Hektar dan sisanya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 
seluas 15,56 hektar (lihat peta 60 bagian kiri atas). Tim EoF menemukan adanya sawit yang ditanam 
pada HPK (lihat titik 1,2, 4-7 pada peta 60 sebelah kiri atas) dan pada HPT (lihat titik 3 pada peta 60 
sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT SSA dengan peta Kawasan hutan 2011 
dan 2014, ditemukan adanya sawit yang ditanam di Kawasan HPK seluas 911,32 hektar (lihat titik 1-7 
peta 60 bagian kanan atas dan kiri bawah).  

Sedangkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT SSA dengan peta kawasan 2016 menunjukkan 
sawit milik PT SSA juga ditanam di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 907,02 hektar 
(lihat titik 1-7 pada peta 60 bagian kanan bawah).  

31. PTPN V Kebun Sei Berlian 

PTPN V Kebun Sei Berlian berada di wilayah administratif Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung 
Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Berdasarkan data HGU BPN 2019 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 
mengindikasikan, PTPN V Kebun Sei Berlian memiliki luas yaitu 687.16 Hektar. Beberapa lokasi titik 
pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PTPN V Kebun Sei Berlian pada November antara lain: 
N0°47'2,538" E100°46'21,096", N0°46'28,710" E100°45'3,492", N0°45'49,404" E100°46'30,318", 
N0°45'23,592" E100°46'4,884"   
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Temuan 1: PTPN V Kebun Sei Berlian menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan 
(APK) Perkebunan Berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi Konversi (HPK) berdasarkan 
RTRW-P/2018. 

 
Peta 61. Tumpangsusun PTPN V Sei Berlian dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PTPN V Sei 
Berlian keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-
P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Kebun Sei Berlian dengan RTRW-P 1994 seluruh areal PTPN 
V Kebun Sei Berlian merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan seluas 687,16 
hektar Sedangkan berdasarkan dengan RTRW-P 2018 sebagian besar areal PTPN V Kebun Sei Berlian 
merupakan Hutan Produksi Konversi seluas 676,82 hektar dan sisanya merupakan Perkebunan Rakyat 
seluas 10,34 hektar. 

 
Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PTPN V Kebun Sei Berlian pada Arahan 
Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan (lihat titik 1-4 pada peta 61 sebelah kiri) berdasarkan 
RTRW-P/1994 sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018 tim juga menemukan adanya penanaman kelapa 
sawit di Hutan Produksi Konversi (lihat titik 1-4 pada peta 61 sebelah kanan). 

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT SWP II Berdasarkan Kawasan Hutan di Riau. 
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Peta 62. Tumpang susun PTPN V Kebun Sei Berlian dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PTPN V Kebun Sei Berlian berada dalam kawasan hutan, seluas 676,82 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PTPN V Kebun Sei Berlian pada November2022 

dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986, 2011 dan 2014, keseluruhan sawit berada di 

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 687,155 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 62 sebelah 

kiri dan kanan atas serta kiri bawah). 

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Kebun Sei Berlian dengan peta Kawasan hutan 
2016, areal PTPN V Kebun Sei Berlian berada di Kawasan HPK seluas 676,82 hektar dan APL seluas 
10,34 hektar. Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat 
titik 1 -3 pada peta 62 sebelah kanan bawah).  

32. PT LINDAI JAYA 

PT Lindai Jaya secara administratif terletak Desa Senama Nenek Kec. Tapung hulu, Kabupaten Kampar, 
Riau. Berdasarkan data HGU BPN 2019 dan dari hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the 
Forest, PT Lindai Jaya memiliki luas areal 682,29 hektar dan umur tanaman diperkirakan 20 tahun. 
Beberapa lokasi titik pengamatan tim EoF diareal PT Lindai Jaya pada bulan Januari 2023 antara lain: 
N0°45'14,88" E100°49'47,91", N0°44'18,61" E100°48'33,20", N0°44'8,93" E100°47'48,89" dan 
N0°43'37,88" E100°48'17,42"   

Temuan 1: PT Lindai Jaya menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 
(HPK) berdasarkan RTRW-P/2018. 
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Peta 63. Tumpangsusun PT Lindai Jaya Lestari dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Lindai 
Jaya Lestari keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 
RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT Lindai Jaya dengan RTRW-P/1994, keseluruhan areal PT Lindai 
Jaya merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan seluas 682,29 hektar (lihat peta 
63 sebelah kiri). Kemudian berdasarkan tumpangsusun areal PT Linday Jaya dengan RTRW-P/2018, 
sebagian besar areal PT Lindai Jaya merupakan HPK seluas 618,88 hektar (lihat peta 63 sebelah kanan). 
 

Berdasarkan temuan EoF di titik koordinat di atas, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa 
sawit oleh PT Lindai Jaya di APK Perkebunan (lihat titik 1-5 pada peta 63 sebelah kiri) berdasarkan 
RTRW-P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan penanaman kelapa sawit di Hutan Produksi 
Konversi (lihat titik 1-5 pada peta 63 sebelah kanan) berdasarkan RTRW-P/2018.  
 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Lindai Jaya Berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi 
Riau 
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Peta 64. Tumpang susun PT Lindai Jaya Lestari dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Lindai Jaya Lestari berada dalam kawasan hutan, seluas 618,88 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT Lindai Jaya dengan peta Kawasan Hutan 1986, sebagian besar 
areal PT Lindai Jaya merupakan HPT seluas 458,59 hektar dan sisanya merupakan HPK seluas 223,70 
hektar. Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada areal HPT (lihat titik 1-3 pada peta 
64 bagian kiri atas) dan pada areal HPK (lihat titik 4-5 pada peta 64 bagian kiri atas).  

Sedangkan tumpangsusun areal PT Linday Jaya dengan peta Kawasan Hutan 2011, 2014 dan 2016, 
terlihat bahwa areal perkebunan PT Lindai Jaya merupakan HPK seluas 618,88 hektar (lihat peta 64 
bagian kanan atas dan peta 64 di bawah) dan Tim EoF juga menemukan adanya penanaman kelapa 
sawit di HPK tersebut (lihat titik 1-5 pada peta 64 bagian kanan atas dan peta bagian bawah).  

33. PTPN V (Kebun Sei Intan) 

 
PTPN V (Kebun Sei Intan) berada di wilayah administratif di Desa Intan Jaya, Kecamatan Kunto 
Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.  

Berdasarkan data HGU BPN 2019 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 
mengindikasikan, PTPN V Kebun Sei Intan memiliki luas yaitu 664,24 Hektar dan umur tanaman sawit 
sekitar 5 sampai 7 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PTPN V 
Kebun Sei Intan pada November antara lain: N0°49'42,618" E100°43'57,810"   N0°49'29,484" E100° 
44'23,028"   N0°49'42,804" E100°44'58,998"   N0°50'17,850" E 100°44'55,458" 

Temuan 1: PTPN V Kebun Sei Intan menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Perkebunan Berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 
berdasarkan RTRW-P/2018 
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Peta 65. Tumpangsusun PTPN V Sei Intan dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PTPN V Sei 
Intan keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-
P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun titik pemantauan EoF di PTPN V Kebun Sei Intan pada November 2022 
dengan RTRW-P/1994, keseluruhan sawit berada di APK Perkebunan seluas 664,24 hektar (lihat titik 
1-4 pada peta 65 sebelah kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Kebun Sei Intan dengan RTRW-P/2018, tanaman 
sawit berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 542,07 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 
65 sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PTPN V Sei Intan Berdasarkan Kawasan Hutan di Riau. 
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Peta 66. Tumpang susun PTPN V Sei Intan dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar 

areal PTPN V Sei Intan berada dalam kawasan hutan, seluas 542,07 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  

©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PTPN V Sei Intan pada November 2022 dengan 
peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986 keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi (HPK) seluas 664,24 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 66 sebelah kiri).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Sei Intan dengan peta Kawasan hutan 2011, areal 
PTPN V Sei Intan merupakan Kawasan HPK seluas 548,28 hektar dan APL seluas 115,96 hektar. Dalam 
temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-4 pada peta 66 
sebelah kanan atas)  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Sei Intan dengan peta Kawasan hutan 2014, 
PTPN V Sei Intan merupakan Kawasan HPK seluas 548,575 hektar, APL seluas 115,66 hektar. Dalam 
temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPK (lihat titik 1-4 pada peta 66 
sebelah kiri bawah). 

Berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Sei Intan dengan peta Kawasan hutan 2016, areal PTPN V 
Sei Intan berada di Kawasan HPK seluas 542,07 hektar dan APL seluas 122,17 hektar. Dalam temuan 
ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada HPK (lihat titik 1-4 pada peta 66 sebelah kanan 
bawah). 

34. PT Air Kampar  

PT Air Kampar (PT AK) merupakan perusahaan kelapa sawit yang wilayah administratifnya berada di 

Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.  
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Tim EoF telah melakukan pemantauan terhadap kebun sawit milik PT Air Kampar pada bulan 

Desember 2022 yang berlokasi di beberapa titik, antara lain: N0°25'27,260" E101°1'11.130", 

N0°24'58.166" E101°10'30,931", N0°25'7,121" E101°11'17,853", N0°24'10,806" E101°11'6,522" dan 

N0°24'21,962" E101°11'53,979". 

PT AK juga sudah memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri yang berada di Jalan PTPN V Sei Pinang 

KM 10, tidak jauh dengan kebun inti. Lokasi PKS berada pada titik koordinat N0°25'7.12", 

E101°11'1.30".  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada 

Desember 2022 mengindikasikan PT AK memiliki luas yaitu 539,13 hektar. Diperkirakan tanaman sawit 

milik PT AK berumur 10-22 tahun.  

 

Temuan 1: PT Air Kampar menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 

Perkebunan Berdasarkan RTRW-P/1994 serta pada Hutan Produksi dapat Dikonversi dan 

Perkebunan Rakyat berdasarkan RTRW-P/2018. 

 
Peta 67. Tumpangsusun PT Air Kampar dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Air Kampar 

keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 

sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Air Kampar dengan RTRW-P /1994, keseluruhan areal PT Air 

Kampar (539,13 hektar) merupakan APK Perkebunan (lihat peta 67 bagian kiri). Tim EoF menemukan 

adanya penanaman sawit pada areal tersebut (lihat titik 1-5 pada peta 67 bagian kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat hasil pemantauan tim Eyes on the Forest di PT 

Air Kampar pada Desember 2022 dengan RTRW-P/2018, sebagian besar sawit berada pada Hutan 
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Produksi yang dapat Dikonversi seluas 328,10 hektar (lihat titik 2, 4 dan 5 pada peta 67 bagian kanan) 

dan 210, 82 hektar pada perkebunan rakyat pertanian (lihat titik 1 dan 3 pada peta 67 bagian kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Air Kampar berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  

Peta 68. Tumpang susun PT Air Kampar dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal 

PT Air Kampar berada dalam kawasan hutan, seluas 328,10 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on 

the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Air Kampar pada Desember 2022 dengan peta 

Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986 dan 2011, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi yang 

dapat Dikonversi (HPK) seluas 539,13 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 68 sebelah kiri dan kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 2014 dan 

2016, terlihat areal milik PT Air Kampar berada di Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) seluas 328,10 

hektar (lihat titik 2,4 dan 5 pada peta 68 sebelah kiri dan kanan bawah) dan sisanya berada di APL 

seluas 211,03 hektar (lihat titik 1 dan 3 pada peta 68 sebelah kiri dan kanan bawah).  

35. PT Pasirmas Giriraya 

PT Pasirmas Giriraya berada di wilayah administratif di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk Batu 
Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 
mengindikasikan, PT Pasirmas Giriraya memiliki luas yaitu 441,32 Hektar dan umur tanaman sawit 
sekitar 20 sampai 25 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT 
Pasirmas Giriraya pada November antara lain: S0°24'12,349" E102°9'14,036", S0°25'20,741" 
E102°8'57,971" dan S0°25'41,579" E102°10'18,408". 
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Temuan 1: PT Pasir Mas Giriraya menanam kelapa sawit di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-
P/1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Lindung Resapan Air berdasarkan 
RTRW-P/2018. 

Peta 69. Tumpangsusun PT Pasirmas Giriraya dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT 
Pasirmas Giriraya keseluruhan arealnya berada di APK Perkrebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 
RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Pasirmas Giriraya dengan RTRW-P/1994, keseluruhan areal PT 
Pasirmas Giriraya (441,32 hektar) merupakan APK Perkebunan (lihat peta 69 bagian kiri). Tim EoF 
menemukan adanya penanaman sawit pada areal tersebut (lihat titik 1-4 pada peta 69 bagian kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat hasil pemantauan tim Eyes on the Forest di PT 
Pasirmas Giriraya pada November 2022 dengan RTRW-P/2018, sebagian besar sawit berada pada 
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 418,62 hektar (lihat titik 2-4 pada peta 69 bagian kanan) 
dan 1,67 hektar pada Perkebunan Besar (lihat titik 1 pada peta 69 bagian kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Pasirmas Giriraya Berdasarkan Kawasan Hutan di Riau 
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Peta 70. Tumpang susun PT Pasirmas Giriraya dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Pasirmas Giriraya berada dalam kawasan hutan, seluas 418,62 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Pasirmas Giriraya dengan peta Kawasan Hutan 1986 dan 2011, 
seluruh areal PT Pasirmas Giriraya berada di HPK 441,32 hektar (lihat peta 70 bagian atas). Pada areal 
tersebut tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Pasirmas Giriraya di Hutan 
Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1-4 pada peta 70 bagian atas). 

 
Sedangkan tumpangsusun areal dengan peta kawasan hutan 2014 dan 2016, menunjukkan sebagian 
besar PT Pasir Mas Giriraya merupakan HPK seluas 418,62 hektar dan sisanya merupakan Areal 
Penggunaan Lain seluas 22,70 hektar. Berdasarkan temuan Tim EoF terdapat penanaman kelapa sawit 
di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 2-4 pada peta 70 bagian bawah) dan di Areal 
Penggunaan Lain (lihat titik 1 pada peta 70 bagian bawah). 
 
36. PT Bukit Gadjah Putih 

PT Bukit Gadjah Putih berada di wilayah administratif Dusun Bagan Cacing, Kepenghuluan Tanjung 
Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.  

PT Bukit Gadjah Putih berdasarkan hasil pemantauan tim Eyes on the Forest dan hasil interpretasi 
Citra sentinel 2021 memiliki luas 431,05 hektar. PT Bukit Gadjah Putih lebih dikenal masyarakat sekitar 
dengan nama PT Manggala Sakti sebelum berganti nama menjadi PT Lahan Tani Jaya. Beberapa lokasi 
titik pengamatan tim EoF di areal PT Bukit Gadjah Putih pada bulan November 2022 antara lain: N1° 
29'50,419" E100°29'49,029"    N1°29'15,960" E100°30'11,541"   N1°28'32,561" E100° 31' 47,370"    N1° 
28' 9,683" E 100° 31' 51,287"   N1°28'6,653"E100° 32' 28,091" dan   N1° 27' 38,009" E100° 32' 29,387". 
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Temuan 1: PT Bukit Gajah Putih menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 
Kehutanan Berdasarkan RTRW-P/1994 dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berdasarkan 
RTRW-P/2018 

 
Peta 71. Tumpangsusun PT Bukit Gadjah Putih dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Bukit 
Gadjah Putih keseluruhan arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 
RTRW-P/2018 keseluruhan arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT Bukit Gadjah Putih dengan RTRW-P/1994, keseluruhan areal PT 
Bukit Gadjah Putih merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Kehutanan seluas 431,05 hektar 
(lihat peta 71 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, keseluruhan areal PT Bukit Gadjah 
Putih merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 431,05 hektar (lihat peta 71 
sebelah kanan). 
 
Berdasarkan temuan EoF di titik koordinat di atas, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa 
sawit oleh PT Bukit Gadjah Putih di APK Kehutanan (lihat titik 1-6 pada peta 71 sebelah kiri) 
berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim EoF juga menemukan penanaman kelapa sawit berada di 
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1-6 pada peta 71 sebelah kanan) berdasarkan RTRW-
P/2018. 

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Bukit Gajah Putih Berdasarkan Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau 
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Peta 72. Tumpang susun PT Bukit Gadjah Putih dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan 

areal PT Bukit Gadjah Putih berada dalam kawasan hutan, seluas 431,05 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  

©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Bukit Gadjah Putih dengan peta Kawasan Hutan 1986, seluruh 
areal PT Bukit Gadjah Putih merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 431,05 hektar dan tim 
EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit di areal HPT (lihat titik 1-6 pada peta 72 bagian kiri 
atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal hasil pemantauan tim Eyes on the Forest November 2022 
dengan peta Kawasan hutan 2011, seluruh areal PT Bukit Gadjah Putih merupakan Hutan Produksi 
yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 431,05 dan adanya penanaman kelapa sawit di HPK tersebut (lihat 
titik 1-6 pada peta 72 bagian kanan atas).  

Sedangkan dengan peta Kawasan Hutan 2014 dan 2016, menunjukkan bahwa areal perkebunan PT 
Bukit Gadjah Putih merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dengan luas 431,05 Hektar 
(lihat peta 72 bagian bawah). Tim EoF juga menemukan adanya penanaman kelapa sawit di HPK pada 
peta kawasan 2011,2014 dan 2016 (lihat titik 1-6 pada peta 72).  

37. PT Telangka Indo Permai (TIP) 

PT Telangka Indo Permai (TIP) merupakan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa batu Langka 

Besar dan Desa Batu Langka Kecil, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (Data 

Bakosurtanal 2015).  

Pada bulan Januari 2023, tim EoF melakukan investigasi dan mengindikasikan kebun sawit milik PT TIP 

berusia 27 tahun atau telah melakukan penanaman sejak tahun 1996, dan sebagian telah ditanami 

kembali (replanting). Titik pemantauan tim EoF antara lain: N0°24'16.32" E100°48'57.97", N0°24'0.78" 

E100°48'47.49", N0°23'38.42" E100°49'12.31", N0°23'16.89" E100°50'21.36" dan N0°22'54.94" 
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E100°50'21.03". Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on 

the Forest mengindikasikan, PT TIP memiliki luas yaitu 390,02 hektar.  

 

Temuan 1: PT TIP menanam kelapa sawit di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 serta pada 

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan 

RTRW-P/2018 

 
Peta 73. Tumpangsusun PT TIP dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT TIP keseluruhan 

arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar 

arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT TIP dengan RTRW-P/1994, seluruh areal PT TIP merupakan 

Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan seluas 390,02 hektar (lihat peta 73 bagian kiri). 

Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT TIP seluas 362,06 hektar merupakan Hutan Produksi 

yang dapat Dikonversi (HPK) dan seluas 21,77 hektar merupakan Hutan Produksi Terbatas (lihat peta 

73 bagian kanan).  

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal PT TIP, tim EoF menemukan 

adanya penanaman kelapa sawit di APK Perkebunan (lihat titik 1-5 pada peta 73 sebelah kiri) 

berdasarkan RTRW-P/1994 dan di HPK berdasarkan RTRW-P/2018 (lihat titik 1-5 pada peta 73 sebelah 

kanan). 

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT TIP berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau 
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Peta 74. Tumpang susun PT TIP dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT TIP 

berada dalam kawasan hutan, seluas 362,06 hektar di HPK dan di HPT seluas 21,77 hektar berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT TIP pada Januari 2023 dengan peta Kawasan 

Hutan Provinsi Riau tahun 1986, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 

(HPK) seluas 390,02 hektar (lihat titik 1-5 pada peta 74 sebelah kiri atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan PT TIP dengan peta Kawasan Hutan Provinsi 

Riau tahun 2011, areal milik PT TIP sawit yang ditanam berada di Hutan Produksi dapat Dikonversi 

(HPK) seluas 389,48 hektar (lihat titik 1-5 peta 74 sebelah kanan atas).  

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal PT TIP dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 

2014, seluruh areal PT TIP merupakan HPK seluas 364,62 hektar, seluas 21,77 hektar merupakan HP 

dan sisanya merupakan APL seluas 3,63 hektar (lihat peta 74 bagian kiri bawah). Tim EoF menemukan 

adanya sawit yang ditanam pada HPK tersebut (lihat titik 1-5 pada peta 74 sebelah kiri bawah). 

 

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun areal PT TIP dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau 2016, 

areal PT TIP seluas 362,06 hektar merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan seluas 

21,77 hektar merupakan Hutan Produksi Terbatas (lihat peta 22 bagian kanan). Tim EoF menemukan 

adanya sawit yang ditanam pada HPK tersebut (lihat titik 1-5 pada peta 21 bagian kanan bawah).  

 

38. PT Sumatra Makmur Lestari 

PT Sumatra Makmur Lestari berada di wilayah administratif Desa Penjangki, Kecamatan Batang 
Cenako, Kabupaten Indragiri Hulu,Provinsi Riau. PT Sumatra Makmur Lestari merupakan afiliasi dari 
Incasi raya Group29.  
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Berdasarkan data HGU BPN 2019 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 
mengindikasikan, EoF mengindikasikan PT Sumatra Makmur Lestari memiliki luas total 327,85 hektar 
dan umur tanaman sekitar 23 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal 
PT Sumatra Makmur Lestari pada bulan Januari 2023 antara lain; S0°38'53,898" 
E102°22'8,927", S0°38'59,957" E102°22'3,617", S0°39'8,525" E102°21'46,253", S0°39' 35,663" 
E102°20' 49,76, S0°39' 47,466" E102°20'47,387", S0°40'11,460" E102°20' 32,351", dan S0° 39'52,619" 
E102°19'29,525". 

Temuan 1: PT Sumatra Makmur Lestari menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan 
(APK) Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 serta di Perkebunan besar dan di Hutan Produksi 
yang dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/ 2018. 

Peta 75. Tumpangsusun PT Sumatera Makmur Lestari dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan 
PT Sumatera Makmur Lestari keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan 
berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya berada di Perkebunan Besar ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Sumatera Makmur Lestari dengan RTRW-P/1994, keseluruhan 
areal PT Sumatera Makmur Lestari merupakan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan 
seluas 413,49 hektar (lihat peta 75 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal dengan 
RTRW-P/2018, PT Sumatera Makmur Lestari merupakan Perkebunan Besar seluas 243,31 hektar, di 
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 63,14 hektar, dan sisanya 18,06 hektar yang berada di 
Kawasan Lindung Resapan Air (lihat peta 75 bagian kanan).  

 
Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF November 2022 di areal PT Sumatera Makmur 
Lestari, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT Sumatera Makmur Lestari di 
APK Perkebunan (lihat titik 1-7 pada peta 75 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/1994. Kemudian tim 
EoF juga menemukan penanaman kelapa sawit di Perkebunan Besar (lihat titik 4-7 pada peta 75 
sebelah kanan) dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1-3 pada peta 75 sebelah 
kanan). 
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Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Sumatera Makmur Lestari berdasarkan Kawasan Hutan 
di Provinsi Riau  

Peta 76. Tumpang susun PT Sumatera Makmur Lestari dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan 

sebagian areal PT Sumatera Makmur Lestari berada dalam kawasan hutan, seluas 63,14 hektar di HPK dan seluas 

3,34 hektar di HPT berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF November 2022 di PT Sumatera Makmur Lestari 
dengan peta Kawasan Hutan 1986 dan 2011, seluruh areal PT Sumatera Makmur Lestari merupakan 
HPK seluas 413,49 hektar. Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK tersebut 
(lihat titik 1-7 pada peta 76 bagian atas).  

Sedangkan tumpang susun dengan peta Kawasan Hutan 2014 dan 2016, areal PT Sumatera Makmur 
Lestari sebagian besar merupakan APL seluas 347,01 hektar, seluas 63,14 hektar di HPK dan seluas 
3,34 hektar berada di HPT. Dari hasil tumpangsusun dengan titik pemantauan EoF, juga tampak 
adanya penanaman sawit di APL berdasarkan peta Kawasan Hutan pada tahun 2014 dan 2016 (lihat 
titik 4-7 pada peta 76 sebelah kiri dan kanan bawah) dan di HPK (lihat titik 1-3 pada peta 76 sebelah 
kiri dan kanan bawah). 

39. PT Teluk Mega Abadi  

PT Teluk Mega Abadi atau yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan PT DWIPA berada 

di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.  

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada 

bulan Desember 2022 mengindikasikan, PT Teluk Mega Abadi memiliki luas 225,60 hektar dan umur 

tanaman sawit diperkirakan 5 dan 20 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest 

di areal PT Teluk Mega Abadi pada bulan Desember 2022 antara lain; N1°33'16.866" E100°57'14.225", 

N1°32'51.863" E100°57'14.849", N1°33'6.329" E100°57'50.117" dan N1°32'25.955" E100°57'43.254".  



95 | EoF (April 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal (bag. II) 
 
 

Temuan 1: PT Teluk Mega Abadi menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 

Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 

berdasarkan RTRW-P/ 2018 

Peta 77. Tumpangsusun PT Teluk Mega Abadi dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Teluk 

Mega Abadi keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan 

RTRW-P/2018 keseluruhan arealnya berada di Hutan Produksi Konversi ©Eyes on the Forest 2023 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Teluk Mega Abadi pada Desember 2022 

dengan RTRW-P/1994, keseluruhan sawit berada di APK Perkebunan seluas 225,60 hektar (lihat titik 

1-4 pada peta 77 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan RTRW-P/2018, 

keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 225,60 hektar (lihat titik 1-

4 pada peta 77 sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Teluk Mega Abadi berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi 

Riau  
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Peta 78. Tumpang susun PT Teluk Mega Abadi dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan 

areal PT Teluk Mega Abadi berada dalam kawasan hutan, seluas 225,6 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  

©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Teluk Mega Abadi pada Desember 2022 

dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986, 2011, 2014 dan 2016, keseluruhan sawit 

berada di HPK seluas 225,6 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 78 sebelah kiri, kanan, atas dan bawah).  

 
40. PT Subur Mandiri Lestari  

PT Subur Mandiri Lestari merupakan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Teluk Mega dan 

Desa Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan 

informasi dari warga setempat, kebun sawit ini dikenal dengan nama kebun RN.  

Pada bulan Desember 2022, tim EoF melakukan investigasi dan mengindikasikan kebun sawit milik PT 

Subur Mandiri Lestari berusia 20 tahun atau telah melakukan penanaman sejak tahun 2002. Titik 

pemantauan tim EoF antara lain: N1°33'8.316" E100°56'5.717", N1°33'21.509" E100°56'35.159", 

N1°32'47.399" E100°56'33.911" dan N1°32'44.333" E100°57'13.194". Hasil interpretasi citra sentinel 

2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest mengindikasikan, PT Subur Mandiri 

Lestari memiliki luas yaitu 219,31 hektar.  

 

Temuan 1: PT Subur Mandiri Lestari menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan 

(APK) Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan pada Hutan Produksi Tetap serta Hutan Produksi 

yang dapat Dikonversi berdasarkan RTRW-P/ 2018 
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Peta 79. Tumpangsusun PT Subur Mandiri Lestari dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT 

Subur Mandiri Lestari keseluruhan arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan 

berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar berada di Hutan Produksi Tetap ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Subur Mandiri Lestari pada Desember 2022 

dengan RTRW-P/1994, keseluruhan sawit berada di APK Perkebunan seluas 219, 31 hektar (lihat titik 

1-4 pada peta 79 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan RTRW-P/2018, 

sebagian besar sawit berada di Hutan Produksi Tetap seluas 130,04 hektar (lihat titik 1-2 pada peta 79 

sebelah kanan) dan di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 89,27 hektar (lihat titik 3-4 pada 

peta 79 sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Subur Mandiri Lestari berdasarkan Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau  
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Peta 80. Tumpang susun PT Subur Mandiri Lestari dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan 

keseluruhan areal PT Subur Mandiri Lestari berada dalam kawasan hutan, seluas 130,04 hektar di HP dan seluas 

89,27 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Subur Mandiri Lestari pada Desember 2022 

dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi 

yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 219,31 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 80 sebelah kiri atas). 

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 2011, 2014 

dan 2016, terlihat sawit milik PT Subur Mandiri Lestari berada di Hutan Produksi (HP) seluas 130,04 

hektar (lihat titik 1-2 pada peta 80 sebelah kanan atas dan kiri kanan bawah) dan sisanya berada di 

HPK seluas 89,27 hektar (lihat titik 3-4 pada peta 80 sebelah kanan atas dan kiri kanan bawah).  

41. PT Bhara Induk  

PT Bhara Induk merupakan afiliasi dari Grup APP, Sinarmas30. Secara administrative, PT Bhara Induk 

berada di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Hasil interpretasi 

data HGU BPN 2019 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest pada November 2022 

mengindikasikan PT Bhara Induk memiliki luas yaitu 183,02 hektar.  

Tim EoF melakukan pemantauan langsung terhadap kebun sawit milik PT Bhara Induk pada beberapa 

lokasi yakni; N0°28'51,629" E100°44'33.018", N0°28'45,647" E100°44'56,357", N0°28'27,299" 

E100°44'48,498", N0°28'9,821" E100°44'36,515", N0°28'2,813" E100°44'51,101" dan N0°28'5,646" 

E100°45'23,441". Diperkirakan tanaman sawit milik PT Bhara Induk berumur 18 tahun.  

Temuan 1: PT Bhara Induk menanam kelapa sawit di Arahan Pengembangan Kawasan (APK) 

Perkebunan Berdasarkan RTRW-P/1994 serta pada Hutan Produksi dapat Dikonversi dan 

Perkebunan Rakyat berdasarkan RTRW-P/2018. 
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Peta 81. Tumpangsusun PT Bhara Induk dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT Bhara Induk 

sebagian besar arealnya berada di APK Perkebunan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 

sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Bhara Induk pada Desember 2022 dengan 

RTRW-P/1994, keseluruhan sawit berada di APK Perkebunan seluas 183,02 hektar (lihat titik 1-6 pada 

peta 81 sebelah kiri). Sedangkan berdasarkan tumpangsusun dengan RTRW-P/2018, seluruh sawit 

berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 180,05 hektar (lihat titik 1-6 pada peta 81 

sebelah kanan).  

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Bhara Induk berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  
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Peta 82. Tumpang susun PT Bhara Induk dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar 

areal PT Bhara Induk berada dalam kawasan hutan, seluas 180,05 hektar di HPK dan seluas 1,84 hektar berada 

di HL berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF Desember 2022 di PT Bhara Induk dengan peta 

Kawasan Hutan 1986, sebagian besar PT Bhara Induk berada di HPK (122,61 hektar) dan sebagian lagi 

berada di Hutan Lindung seluas 60,41 hektar (lihat peta 82 bagian kiri atas). Pada areal tersebut, tim 

EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1,2 dan 6 pada peta 82 sebelah 

kiri atas) dan sawit pada HL tersebut (lihat titik 3-5 pada peta 82 sebelah kiri atas).  

Namun berdasarkan tumpang susun areal PT Bhara Induk dengan peta Kawasan hutan 2011, sebagian 

besar sudah menjadi HPK (264,59 hektar) dan areal Bhara Induk masih termasuk ke dalam Hutan 

Lindung seluas 1,84 hektar (lihat peta 82 bagian kanan atas). Namun, titik pemantauan EoF seluruhnya 

berada di HPK (lihat titik 1-6 pada peta 82 sebelah kiri atas).  

Sedangkan tumpangsusun dengan peta Kawasan Hutan 2014, menunjukkan sebagian besar areal 

perkebunan PT Bhara Induk merupakan HPK seluas 181,81 hektar, dan sekitar 1,85 hektar merupakan 

Hutan Lindung (lihat peta 82 bagian kiri bawah). Namun, tim EoF hanya menemukan adanya 

penanaman kelapa sawit pada HPK saja (lihat titik 1-6 pada peta 82 sebelah kiri bawah). 

Kemudian berdasarkan tumpangsusun dengan Kawasan Hutan 2016, menunjukkan sebagian besar 

areal perkebunan PT Bhara Induk juga merupakan HPK seluas 180,05 hektar, dan sekitar 1,85 hektar 

merupakan Hutan Lindung serta 1,13 hektar merupakan APL (lihat peta 82 bagian kiri bawah). Namun, 

tim EoF hanya menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK saja (lihat titik 1-6 pada peta 

82 sebelah kiri bawah). 
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42. Koperasi Serik Indah Mandiri (KOP-SIM) 

Koperasi Serik Indah Mandiri (KOP-SIM) secara administratif berada di Desa Pangkalan Serik, 

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil 

pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest mengindikasikan, KOP-SIM memiliki luas total 

1.187,35 hektar dan diperkirakan umur tanaman sawitnya sekitar 10-15 tahun. Beberapa lokasi titik 

pengamatan tim Eyes on the Forest di areal KOP-SIM pada bulan Desember 2022 antara lain; 

N0°16'52.181" E101°35'7.494", N0°16'5.194" E101°35'6.132", N0°15'8.049" E101°35'4.318", 

N0°16'19.560" E101°36'39.767" dan N0°14'30.321" E101°36'46.871".  

Temuan 1: Koperasi Serik Indah Mandiri menanam kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat 

Dikonversi dan Perkebunan Rakyat berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 83. Tumpangsusun KOP-SIM dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan KOP-SIM keseluruhan 

arealnya berada di APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya 

berada di HPT ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal KOP-SIM dengan RTRW-P/1994, seluruh arealnya merupakan 

Arahan Pengembangan Kehutanan APL seluas 1.187,35 hektar (lihat peta 83 bagian kiri). Sedangkan 

berdasarkan RTRW-P/2018, areal KOP-SIM seluas 939,66 hektar merupakan Hutan Produksi Terbatas, 

kemudian seluas 189,92 hektar merupakan Perkebunan Rakyat dan seluas 57,77 hektar merupakan 

Hutan Produksi Tetap (lihat peta 83 bagian kanan).  

 

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Desember 2023 di areal KOP-SIM, tim EoF 

menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh KOP-SIM di Hutan Produksi Terbatas berdasarkan 
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rtrw-p/1994 (lihat titik 2-5 pada peta 83 sebelah kiri) dan pada Perkebunan Rakyat (lihat titik 1 pada 

peta 83 sebelah kiri) berdasarkan RTRW-P/2018.  

 

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di Koperasi Serik Indah Mandiri berdasarkan Kawasan Hutan 

di Provinsi Riau 

Peta 84. Tumpang susun KOP-SIM dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal KOP-

SIM berada dalam kawasan hutan, seluas 939,66 hektar di HPT dan seluas 57,77 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal KOP-SIM dengan peta Kawasan hutan 1986, areal KOP-SIM 

mayoritas merupakan Kawasan HPT seluas 1.158,75 hektar dan HPK seluas 28,60 hektar. Dalam 

temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPT (lihat titik 1-4 pada peta 84 

sebelah kiri atas) serta pada Kawasan HPK (lihat titik 5 pada peta 84 sebelah kiri atas). 

Kemudian berdasarkan tumpang susun areal KOP-SIM dengan peta Kawasan hutan 2011, areal KOP-

SIM sebagian berada di Kawasan HPT seluas 936,96 hektar dan HPK seluas 250,39 hektar. Dalam 

temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPT (lihat titik 2-5 pada peta 84 

sebelah kanan atas) serta pada Kawasan HPK (lihat titik 1 pada peta 84 sebelah kanan atas). 

Sedangkan berdasarkan tumpang susun areal KOP-SIM dengan peta Kawasan hutan 2014 dan 2016, 

areal KOP-SIM berada di Kawasan HPT seluas 936,66 hektar, APL seluas 189,92 hektar dan HP seluas 

57,77 hektar Dalam temuan ini, tim EoF menemukan sawit yang ditanam pada Kawasan HPT (lihat titik 

2-5 pada peta 84 sebelah kanan dan kiri bawah).  

43. PT Sumber Alam Makmur Sentosa (SAMS)  
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PT Sumber Alam Makmur Sentosa berada diwilayah administratif Dusun Muara Dilam, Kecamatan 
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. 

Berdasarkan data HGU BPN 2019 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 
mengindikasikan, PT Sumber Alam Makmur Sentosa memiliki luas yaitu 875,90 Hektar dan umur 
tanaman sawit sekitar 15 sampai 20 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest 
di areal PT Sumber Alam Makmur Sentosa pada November antara lain N0°58'0,068" E100°43' 29,526", 
N0°57'40,386" E100°43'35,394", N0°57'33,647" E100°43'29,747", N0°57'40,140" 
E100°43'0,138", N0°57'42,781" E100°42'51,877", N0°58'29,640" E100°42'26,352" dan N0°56'0,000" 
E100°41'53,898". 

 
Temuan 1: PT Sumber Alam Makmur Sentosa menanam kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi, di Hutan Rakyat dan di Pertanian berdasarkan RTRW-P/2018. 

Peta 85. Tumpangsusun PT SAMS dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SAMS keseluruhan 
arealnya berada di APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya 
berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT SAMS dengan RTRW-P/1994, seluruh areal PT SAMS merupakan 
Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 875,90 hektar (lihat peta 85 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan 
RTRW-P/2018, sebagian besar areal PT SAMS merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 
seluas 843,59 hektar dan sisanya merupakan Hutan Rakyat seluas 11,75 hektar dan Pertanian seluas 
20,05 hektar (lihat peta 85 bagian kanan). 

 
Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF November 2022 di areal PT SAMS, tim EoF 
menemukan adanya penanaman kelapa sawit di APL (lihat titik 1-7 pada peta 85 sebelah kiri) 
berdasarkan RTRW-P/1994 sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018 tim EoF menemukan penanaman 
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kelapa sawit di HPK (lihat titik 1, 2, 6 dan 7 pada peta 85 sebelah kanan), di Pertanian (lihat titik 4 dan 
3 pada peta 85 sebelah kanan) dan di Hutan Rakyat (lihat titik 5 pada peta 85 sebelah kanan). 

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit oleh PT Sumber Alam Makmur Sentosa Berdasarkan Kawasan 
Hutan di Riau 

 
Peta 86. Tumpang susun PT SAMS dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT 

SAMS berada dalam kawasan hutan, seluas 843,59 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 

2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT SAMS dengan peta Kawasan Hutan 1986, seluruh areal PT SAMS 
merupakan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 875,90 hektar (lihat peta 86 bagian kiri atas). Pada 
areal tersebut tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit oleh PT SAMS di Hutan Produksi 
yang dapat Dikonversi Namun berdasarkan tumpang susun areal PT SAMS dengan peta Kawasan hutan 
2011 dan 2014, sebagian besar areal PT SAMS merupakan Hutan Produksi Konversi seluas 873,85 
hektar dan sisanya merupakan Areal Penggunaan Lain seluas 2,05 hektar (lihat peta 86 bagian kanan 
atas dan kiri bawah).  
 
Berdasarkan temuan tim EoF penanaman sawit oleh PT tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi 
yang dapat Dikonversi (lihat titik 1-3, 5 dan 7 pada peta 86 sebelah kanan atas dan kiri bawah) dan 
pada Areal Penggunaan Lain (lihat titik 4 pada peta 86 sebelah kanan bawah). 
 

Sedangkan dengan peta kawasan hutan 2016, menunjukkan sebagian besar areal PT SAMS merupakan 
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 843,60 hektar dan sisanya merupakan Areal 
Penggunaan Lain seluas 32,31 hektar. Berdasarkan temuan Tim EoF menemukan adanya penanaman 
kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (lihat titik 1, 2, 5, 6 dan 7 pada peta 86 bagian 
kanan bawah) dan di Areal Penggunaan Lain (lihat titik 3 dan 4 pada peta 86 bagian kanan bawah). 
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44. PT Ekadaya Sejati Sukses  

PT Ekadaya Sejati Sukses merupakan anak perusahaan dari Panca Eka Grup31 yang secara administratif 

berada di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Pada bulan Januari 2023, tim EoF melakukan investigasi dan mengindikasikan kebun sawit milik PT 

Ekadaya Sejati Sukses berusia 10-17 tahun. Titik pemantauan tim EoF antara lain: N0°20'58.20" 

E101°22'31.09", N0°20'57.83" E101°23'7.57", dan N0°20'40.06" E101°25'11.91". Hasil interpretasi 

citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest mengindikasikan, PT 

Ekadaya Sejati Sukses memiliki luas yaitu 790 hektar.  

 

Temuan 1: PT Ekadaya Sejati Sukses menanam kelapa sawit di HPK dan Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan RTRW-P/2018 

Peta 87. Tumpangsusun PT Ekadaya Sejati Sukses dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT 

Ekadaya Sejati Sukses keseluruhan arealnya berada di APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-

P/2018 sebagian besar arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT Ekadaya Sejati Sukses dengan RTRW-P/1994, seluruh areal PT 

Ekadaya Sejati Sukses merupakan APL seluas 790,23 hektar (lihat peta 87 bagian kiri). Sedangkan 

berdasarkan RTRW-P/2018, sebagian besar areal PT Ekadaya Sejati Sukses merupakan HPK seluas 

757,96 hektar dan Ruang Terbuka Hijau seluas 29,35 hektar (lihat peta 87 bagian kanan).  

 

Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal PT Ekadaya Sejati Sukses, tim 

EoF hanya menemukan adanya penanaman kelapa sawit di HPK (lihat titik 1-2 pada peta 87 sebelah 

kanan) dan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan RTRW-P/2018 (lihat titik 3 pada peta 87  sebelah kanan). 
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Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Ekadaya Sejati Sukses berdasarkan Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau  

Peta 88. Tumpang susun PT Ekadaya Sejati Sukses dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian 

besar areal PT Ekadaya Sejati Sukses  berada dalam kawasan hutan, seluas 757,96 hektar di HPK berdasarkan 

SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT Ekadaya Sejati Sukses pada Januari 2023 

dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986 dan 2011, keseluruhan sawit berada di Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 790,23 hektar (lihat titik 1-3 pada peta 88 sebelah kiri 

dan kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun areal PT Ekadaya Sejati Sukses dengan peta Kawasan Hutan 

Provinsi Riau tahun 2014, terlihat areal milik PT Ekadaya Sejati Sukses merupakan Hutan Produksi 

dapat Dikonversi (HPK) seluas 765,55 hektar dan sisanya merupakan APL (lihat peta 88 sebelah kiri 

bawah). Namun pada peta Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 2016, luas HPK berkurang menjadi 

757,96 hektar. Tim EoF menemukan adanya sawit pada Kawasan HPK tersebut (lihat titik 1-2 pada 

peta 88 sebelah kiri kanan bawah) dan pada APL (lihat titik 3 pada peta 88 kiri dan kanan bawah).  

45. PT TANI SUBUR MAKMUR (TSM) 

PT Tani Subur Makmur berada diwilayah administratif Desa Sei Guntung Tengah dan Desa Sei Guntung 
Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh tim di lapangan, Perusahaan PT TSM tidak lagi mengelola 
atau pun beraktifitas di areal tersebut.  Hal ini di perkuat dari hasil wawancara tim di lapangan dengan 
salah satu tokoh masyarakat dari Desa Sei Guntung Tengah dan Desa Sei Guntung Hilir yang 
mengatakan pengelolaan lahan PT TSM di kelola oleh KUD Al Barokah dan sebahagian lagi telah di 
kelola oleh masyarakat.  Faktor lain dari tidak beroperasi nya PT TSM yakni kondisi areal yang kerap 
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terendam banjir dan tidak keluarnya izin dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang 
merupakan persyaratan mutlak bagi setiap perusahaan perkebunan agar bisa beroperasi. 

Hasil interpretasi citra sentinel 2021 dan hasil pengamatan langsung oleh tim Eyes on the Forest 
mengindikasikan, sawit di PT TSM berumur sekita 7 tahun dan PT TSM memiliki luas yaitu 565,41 
hektar. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT TSM pada November 2022 
antara lain: S0°19'4,889" E102°29'43.980", S0°19'10.938" E102°29'44,129" dan S0°19'41,477" 
E102°31'15,785"  

Temuan 1: PT Tani Subur Makmur menanam kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 
berdasarkan RTRW-P/ 2018 

 
Peta 89. Tumpangsusun PT TSM dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT TSM keseluruhan 
arealnya berada di APK Kehutanan berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 keseluruhan 
arealnya berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

 
Berdasarkan tumpang susun areal PT TSM dengan RTRW-P/1994, seluruh areal PT TSM seluas 565,41 
merupakan APL (lihat peta 79 bagian kiri). Sedangkan berdasarkan RTRW-P/2018, areal PT TSM 
seluruhnya merupakan HPK seluas 565,41 hektar (lihat peta 88 bagian kanan).  

 
Berdasarkan titik koordinat hasil pemantauan EoF Januari 2023 di areal PT TSM, tim EoF hanya 
menemukan adanya penanaman kelapa sawit di APL (lihat titik 1-5 pada peta 88 sebelah kanan). Tim 
juga menemukan sawit yang ditanam berada di HPK berdasarkan dan 2018 (lihat titik 1-5 pada peta 
88 sebelah kanan).  

 
Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT TSM berdasarkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  
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Peta 89. Tumpang susun PT TSM dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan keseluruhan areal PT TSM 

berada dalam kawasan hutan, seluas 565,41 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal pemantauan EoF November 2022 di PT TSM dengan peta Kawasan 
Hutan 1986, seluruh areal PT TSM merupakan HPT (565,26 hektar) (lihat peta 89 bagian kiri atas). Pada 
areal tersebut, tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPT (lihat titik 1-3 pada 
peta 89 sebelah kiri atas).  

Sedangkan dengan peta Kawasan Hutan 2011, 2014 dan 2016, menunjukkan seluruh areal 
perkebunan PT TSM merupakan HPK seluas 565,41 hektar (lihat peta 89 sebelah kanan atas dan 
kiri kanan bawah). Tim EoF menemukan adanya penanaman kelapa sawit pada HPK (lihat titik 1-3 pada 
peta 89 sebelah kanan atas dan kiri kanan bawah). 
 
46. PT SANDRIA SUKSES BERSAMA (SSB) 

PT Sandria Sukses Bersama (SSB) berada di wilayah administratif Desa Jake, Kecamatan Kuantan 
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  

Berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh tim EoF dan hasil interpretasi citra sentinel 2021 pada 
bulan November 2022, PT SSB memiliki luas areal 180,47 hektar dan umur tanaman kelapa sawit 
diperkirakan 20 tahun. Beberapa lokasi titik pengamatan tim Eyes on the Forest di areal PT SSB antara 
lain: S0°28'5,201" E101°26'10,283", S0°28'18,923" E101°26'6,995", S0°28'42.737" E101°26'6.365"dan 
S0°28'48.842" E101°25'54,055". 

Temuan 1: PT Sandria Sukses Bersama menanam kelapa sawit di Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi dan di Pertanian berdasarkan RTRW-P/ 2018 
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Peta 90. Tumpangsusun PT SSB dengan RTRW-P/1994 dan RTRW-P/2018 menunjukkan PT SSB keseluruhan 
arealnya berada di APL berdasarkan RTRW-P/1994 dan berdasarkan RTRW-P/2018 sebagian besar arealnya 
berada di HPK ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpang susun areal PT SSB dengan RTRW-P /1994, keseluruhan areal PT SSB (180,47 
hektar) merupakan APL (lihat peta 90 bagian kiri). Tim EoF menemukan adanya penanaman sawit pada 
APL tersebut (lihat titik 1-4 pada peta 90 bagian kiri).  

Sedangkan berdasarkan tumpang susun titik koordinat hasil pemantauan tim Eyes on the Forest di PT 
SSB pada November 2022 dengan RTRW-P/2018, sebagian besar sawit merupakan Hutan Produksi 
Konversi seluas 131,66 hektar dan seluas 48,80 hektar pada kawasan Pertanian (lihat peta 90 bagian 
kanan). Tim EoF menemukan adanya penanaman sawit pada HPK (lihat titik 1 dan 2 pada peta 90 
bagian kanan) dan pada Pertanian (lihat titik 3 dan 4 pada peta 90 bagian kanan).   

Temuan 2: Penanaman Kelapa Sawit di PT Sandria Sukses Bersama berdasarkan Kawasan Hutan di 
Provinsi Riau  
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Peta 91. Tumpang susun PT SSB dengan Kawasan Hutan Provinsi Riau. Menunjukkan sebagian besar areal PT SSB 

berada dalam kawasan hutan, seluas 131,67 hektar di HPK berdasarkan SK903/2016  ©Eyes on the Forest 2023. 

Berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF di PT SSB pada November 2022 dengan peta 
Kawasan Hutan Provinsi Riau tahun 1986 dan 2011, keseluruhan sawit berada di Hutan Produksi 
Konversi (HPK) seluas 180,47 hektar (lihat titik 1-4 pada peta 91 sebelah kiri dan kanan atas).  

Sedangkan berdasarkan tumpangsusun titik pemantauan EoF dengan peta Kawasan Hutan Provinsi 

Riau tahun 2014 dan 2016, terlihat sawit milik PT SSB berada di Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi (HPK) seluas 132,34 hektar (lihat titik 1 dan 2 pada peta 91 sebelah kiri dan kanan bawah) 

dan sisanya berada di APL seluas 48,13 hektar (lihat titik 4 dan 3 pada peta 91 sebelah kiri dan kanan 
bawah).  
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